| SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

L -PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
. NOMOR 94 TAHUN 2018

" “TENTANG .

"~ PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN /PEKERJAAN

Menimbang  :

o ;vl".MC’l’i'g-i_‘ng:%:ltk

BAGI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

‘a. bahwa guna ketertlban - pelaksanaan
~ Kegiatan/Pekerjaan dl lingkungan . Pemerintah
Kabupaten Karanganyar maka perlu menyusun
.~ Pedoman' Pelaksanaan * Keglatan/ Pekerjaan bagi
B Perangkat Daerah; .
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan
 Peraturan Bupati tentang Pedoman. Pelaksanaan
‘ ’Keglatan / Peker_]aanbagl Perangkat Daerah :

l : Undang—Undang Nomor .13 Tahun 1950 tcntang,

- Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
" Lingkungan Provinsi Jawa- Tengah; o »
— 2. “Undang~Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentangv
- Keinsinyuran - (Lembaran = Negara - Republik
~ * IndonesiTahun = 2014 Nomor - 61, © Tambahan
- Lembaran Ncgara Republik IndoneSIa Nomor 5520),

3.~‘.Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
' Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa Kkali terakhir
. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
- tentang Perubahan Kedua - Atas Undang-Undang
- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Repubhk Indone81a Nomor 5679),

‘. 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

- Konstruksi - (Lembaran - Negara Republik
IndonesiaTahun 2017 Nomor 11, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);



Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
- Indonesia Nomor 5533);

‘Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun‘ 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ‘tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang

- Milik Daerah;

10.

11

12.

Peraturan Lembaga Kebljakan - Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018
tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah; _ ,

Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Swakelola ;- - -
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia ;

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018

tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi

13.

14,

Internasional ,
Peraturan Lembaga Kebij akan Pengadaan

Barang/Jasa PemerintahNomor 11 Tahun 2018 -
tentang Katolog Elektronik ;

Peraturan Lembaga Kebu akan Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

15.

16.

17,

18.

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang
dikecualikan pada Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah; S .
Peraturan  Lembaga ~ Kebijakan = Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan
Keadaan Darurat; S
Peraturan Lembaga Kebljakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018
tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan Lembaga Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018
tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;

Peraturan  Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Agen Pengadaan,



Menetapkanv

e

3 19 Peraturan Lembaga Kebx_]akan . Pengadaaﬁ

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah; »
20. Peraturan Lembaga Kebljakan Pengadaan
. Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

21.Peraturan Lembaga  Kebijakan Pengadaan :

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018
tentang = Pengembangan sistem dan kebgakan
. Pengadaan Barang/Jasa;

~ 22.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

~ Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,Tambahan

Lembaran . Daerah Kabupaten ' Karanganyar

Nomor 67);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

" 10 tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial

~ (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 88);. '

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI  TENTANG PEDOMAN

PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN = BAGI R

PERANGKAT DAERAH.

BAB I

' KETENTUAN UMUM

o | Pasal 1 .
Dalam Pératuraﬁ: Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Karanganyar;

2. PemerintahiDaerah adalah Bupati sebagai unsur

‘ penyelenggaira Pemerintahan  Daerah  yang
memimpin pelaksanaan Urusan Pcmenntahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom; '
Bupati adalah Bupati Karanganyar;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat. '
Daerah Kabupaten Karanganyar;

w

5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -

selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; -



 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
~ selanjutnya disingkat APBD = adalah rencana

- keuangan tahunan ‘Pemerintahan Daerah yang

- 10..
 ‘dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada

~dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah

Daerah- dan DPRD dan dltetapkan dengan

. Peraturan Daerah;
" Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur

Pembantu Bupati dan DPRD dalam

_penyelenggaraan  Urusan Pemerintahan = yang

menjadi kewenangan Daerah;

Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah
yang melaksanakan satu atau beberapa program;

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau

lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
- yang disediakan untuk mencapai hasil yang

terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah;
Kegiatan adalah bagian dari program yang -

Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian

~ sasaran terukur pada suatu program dan terdiri

- dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber

‘daya baik yang berupa personil (sumber daya
‘manusia), barang modal termasuk peralatan dan

teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan (input) untuk menghasﬂkan keluaran

S (output) dalam bentuk barang/jasa;

11.

12,

13.

14.

15.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah

“adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

- penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban

dan pengawasan keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanJutnya
~ disingkat PPKD adalah  Kepala Satuan Kerja
 Pengelola Keuangan Daerah yang selan_]utnya
“disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai
- tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
~ bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

 adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
~anggaran Kementerian Ncgara/ Lembaga/ Perangkat ,

Daerah;

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya
“disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa

untuk  melaksanakan sebagian @ kewenangan

pengguna anggaran dalam melaksanakan sebag1an

tugas dan fungs1 Perangkat Daerah



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.

26.

Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang

, kewenangan penggunaan barang/jasa milik daerah

di masing-masing Perangkat Daerah;

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya

disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran Belan_]a Negara/
Anggaran Belanja Daerah; ”
Pejabat  Pelaksana Tekms Kegiatan  yang
selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada
Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai
dengan bidang tugasnya; ‘ ‘
Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD; = -
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  yang
selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa
adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang
dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak
identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah
terima hasil pekerjaan; » - - ,
Pejabat Pengadaan = adalah pejabat
administrasi/pejabat  fungsional/personel yang
bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung,
Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing;, B
Pejabat  Pemeriksa  Hasil Pekerjaan  yang
selanjutnya disingkat PjPHP - adalah pejabat
administrasi/pejabat fungsional/personel yang
bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa; '
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat PPHP adalah tim yang bertugas
memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa; - : o
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang
selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja
Pemerintahan Daerah yang menJadl pusat
keunggulan Pengadaan Barang/Jasa;

Kelompok kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut
Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang
ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia; '
Aparat Pengawas Intern Pemerintah , yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
melakukan pengawasan = melalui audit, reviu,
pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan
lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
Pemermtah X -



27,

28.
20
30.
31.
32.

33.

34.

35.
- pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau

36.

37.

38.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha
- yang melaksanakan sebagian atau seluruh
‘pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
' kepercayaan oleh = Kementerian/  Lembaga/
- Perangkat Daerah- sebagai pihak pemberi
- pekerjaan; | | S
Penyedia Barang/Jasa  Pemerintah  yang

selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha
yang menyediakan barang/ jasa berdasarkan

 kontrak;

Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang
berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan

kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan

Barang/Jasa;
Barang adalah setiap benda bauk berwu_]ud

‘maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
- bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai,

dipergunakan atau d1manfaatkan oleh Pengguna
Barang; '
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau
sebagian keglatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan

pembangunan kembali suatu bangunan;

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional
yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah
-pikir (brainware);

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau'

‘jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi
-khusus, dan/ atau keterampllan dalam suatu
sistem tata Kkelola yang telah dikenal luas di dunia
“usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah
tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
Pengadaan Barang/Jasa;

Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana

diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah sebagai
penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah
lain, organisasi masyarakat dan/ atau ‘kelompok
masyarakat

Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang
ditetapkan  oleh = Pokja  Pemilihan/Pejabat

Pengadaan/Agen  Pengadaan yang  memuat

informasi dan ketentuan yang harus ditaati olch

- para pihak dalam pemilihan Penyedia;

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya
disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara

- PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau

pelaksana Swakelola;
Tender adalah  metode. pemilihan untuk
mendapatkan ~ Penyedia Barang/Pekerjaan

' Konstruksi/Jasa Lainnya;



,Selekm ~adalah  metode pemlhhan untuk B

. ‘mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi;'

Tender/Seleksi Internasional = adalah - pem}.lhhan;w

~Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan

- dapat berasal dari pelaku usaha nasmnal dan -
.+ pelaku usaha asing; :
41
. untuk ‘mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan

" Konstruksi/Jasa Konsultan31/Jasa La1nnya dalam '

- keadaan tertentu; - S v
vPengadaan Langsung Barang/ Pekerjaan' o

Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan -
~ untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan -~ |
 Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling
- banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah),

4

Penunjukan' Langsung adalah metode pemlhhan'

. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah
~  metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
- Jasa Konsultansi yang  bernilai paling banyak T

 Rp100.000.000,00 (seratus juta mplah)

conl 44,

> E-reverse Auction adalah metode penawaran harga" S
. _secara berulang; . N
'Usaha ‘Mikro adalah usaha produktlf m111k orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan -
- yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagalmana B
 dimaksud dalam Undang—Undang tentang Usaha' o

Mikro, Kecil, dan Menengah;

‘Usaha Kecil adalah usaha ekonom1 produktlf yang' o
- berdiri sendiri dan dilakukan  oleh ‘orang = .
' perseorangan atau badan usaha yang bukan @
- ‘merupakan anak perusahaan atau bukan cabang =
- perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi -
~ ‘bagian baik langsung maupun tidak langsung dari- =
-~ usaha menengah atau ‘usaha besar, yang

o “memenuhi kriteria Usaha Kecil - ‘sebagaimana

- dimaksud dalam undang-undang yang mengatur., '
N "mengenau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; ’
© 47,
~adalah jaminan tertulis yang dlkeluarkan oleh -
-~ Bank  Umum/  Perusahaan. Penjaminan/ =
I Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus =
~ yang menjalankan usaha di bidang pemb1ayaan,
. penjaminan, dan asuransi untuk mendorong . =
- ekspor Indonesia  sesuai dengan ketentuan -
-~ peraturan perundang—undangan di bldang lembaga’, o
- pembiayaan ekspor Indonesia;  ° R
48,

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan

Pekerjaan Kompleks ‘adalah pekerjaan yang f
“memerlukan teknologi  tinggi, - mempunyal risiko

. tinggi, ‘menggunakan peralatan yang didesain

khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai di atas B
RplOO OOO 000 000 00 (seratus miliar ruplah), e



49,

‘Penga'daan secara elektronik ‘atau}-fE-Procu’remeh‘i' ‘

adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan

dengan menggunakan teknologl informasi dan
~ transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan

50.

51.

- perundang-undangan;

Layanan Pengadaan Secara Elektromk adalah
layanan pengelolaan teknologi informasi untuk
memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
secara elektronik;

E-Tendering adalah tata cara pemlhhan penyedla'

Barang/Jasa yang dllakuka.n secara terbuka dan
dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa.

‘vyang terdaftar pada sistem pengadaan secara
elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali -

 penawaran dalam waktu yang telah ditentukan;

S52.

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis,

spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari

 berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;

53.

. 54.

55.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik;

Sisten Informasi Rencana Umum Pengadaan yang '
selanjutnya disingkat SIRUP adalah aplikasi sistem
informasi rencana umum pengadaan berbasis web -

- yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk

mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan ); |
Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya

‘disingkat RUP adalah kegiatan yang terdiri dari

',identiﬁkasi kebutuhan barang /jasa yang

56.

o57.

58,

- diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana.
penganggaran  sampai  dengan - penyusunan

Kerangka Acuan Kerja;

- Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya

disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis

untuk . menyelesaikan satu pekerjaan yang

~ bertyjuan untuk memperoleh hasil kerja yang
- efektif dengan biaya yang efisien; ,

- Kelompok Masyarakat adalah - kelompok

- masyarakat yang melaksanakan = Pengadaan

Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja

-dari APBN/APBD;

vOrgamsam Kemasyarakatan yang selahjutnya '
disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela

“berdasarkan  kesamaan aspirasi, kehendak,

| kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan

59.

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi

‘tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
- Indonesia yang berdasarkan Pancasila;

E-marketplace - Pengadaan Barang/Jasa adalah

- pasar elektronik yang disediakan untuk memenuh1 :

kebutuhan barang/jasa pemenntah



60.
- Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab,

61.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah PeJabat

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa; . s _

Pelaku Usaha adalah setlap orang perorangan atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan Kkegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

- sendirli maupun bersama-sama melalui perjanjian

62,

63.

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi; .
Konsolidasi Pengadaan Barang/ Jasa adalah

strategi Pengadaan Barang/Jasa yang
menggabungkan beberapa paket Pengadaan

. Barang/Jasa sejenis;

Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang teI]ad1
di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan

- tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga

kewajlban yang ditentukan dalam kontrak menJadl

- tidak dapat dipenubhi.

BAB 1I
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup Peraturan Bﬁpati ini meliputi

Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan di lingkungan
Pemerintah Daerah yang pembiayaannya baik
sebaglan maupun seluruhnya bersumber dari APBD.

(2) Keglatan/ Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi kegiatan/pekerjaan:
‘a. dalam Belanja Langsung maupun tidak Iangsung,
b. dengan metode Pengadaan Barang/Jasa maupun

tidak.

(3) Keglatan/ Pekerjaan yang dllaksanakan dengan

metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dlmaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

.a. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di

lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya

dibebankan pada APBD;

. Pengadaan Barang/Jasa yang sebaglan atau
"~ seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar

Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak
bertentangan dengan pedoman dan Kketentuan
pengadaan ~barang/jasa - dari = pemberi

~ pinjaman/hibah yang bersangkutan;



c. bagi Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan
‘oleh penerima hibah/bantuan, Pemerintah Desa -
- dan sekolah, baik negeri maupun swasta yang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber
‘dari APBD, APBN kecuali menggunakan pedoman?-
khusus.

BAB 11 o .
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

Pasal 3

Pedoman dan  Format Laporan - Pelaksanaan
 Kegiatan/Pekerjaan bagi Perangkat Daerah merupakan
pedoman dalam Pengadaan Barang/Jasa.dalam rangka
- pelaksanaan  kegiatan/ pckcrjaan ~di  lingkungan
Pemerintah Daerah sesuai ruang hngkup yang dlatur
dalam Pasal 2. :

Pasal 4
(1) Pedoman Pelaksanaan Keglatan / Pekexjaan bag1 -
- Perangkat Daerah terdiri dari:

" BABI :  Pendahuluan - :
BAB I : Pedoman dalam  Pembentukan
Tim/Kepanitian '
BABIIIT  : Pedoman  dalam  Pelaksanaan
Belanja Barang/Jasa
BAB IV : Pedoman dalam Pelaksanaan
_ Perjalanan Dinas "' :
BABV : Pedoman = dalam Pengadaan
o Barang/Jasa
BABVI  : Pedoman dalam Penyaluran Hibah
j ' dan Bantuan Sosial
BAB VII :  Pengawasan dan Sanksi
BAB VIII ¢ Penutup

(2) Pedoman Pelaksanaan Keglatan/ Pekerjaan bagl‘
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan baglan tidak terpisahkan
~dari Peraturan Bupatl ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

‘Selama UKPBJ belum terbcntuk sesuai ketentuan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang /Jasa dllaksanakan oleh
- BPBJ / ULP. -



KETENTUAN PENUTUP co

S R Pasal 6
. Peraturan Bupati ini mula.l berlaku pada tanggal :
diundangkan ' . B ., '

o ,Agar setlap ‘orang mengetahumya memermtahkan o S

- pengundangan  Peraturan . Bupati = ini  dengan .
penempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten
C Karanga.nyar ’ : - . .

Dltetapkan di Karanganyar .
pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI KARANGANYAR

: ‘-}fi;j :,v Dlundangkan d1 Karanganyar
’ pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
i _’ ttd._ | '

e  sAmst | ) e
| ABERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 20 18 NOMOR 9

- Salman sesual dengan ashnya

~ KEPALA BAGI' N HUKUM, (

ZUL IKAR ‘ADIDH
NIP 19750311 999031009



LAMPIRAN _ '
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 94 TAHUN 2018

TENTANG o ' -
PEDOMAN  PELAKSANAAN
KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI

PERANGKAT DAERAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN /PEKERJAAN BAGI PERANGKAT
DAERAH :

v BABI
PENDAHULUAN

" A. Latar Belakang

- Untuk melaksanakan prinsip Good Governancedan Clean
Government, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan prinsip-
prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien,
serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan
tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi

 ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara
adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah yang wajib dikelola secara bertanggung jawab dan akuntabel
sehingga menghasilkan output yang optimal. =
Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun sebuah
 pedoman bagi pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan di Lingkungan
Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. :
Selanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan 'efektiﬁtas
penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk
menmptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip
vpervsamgan/ kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga
~ diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat
. dlpertanggung]awabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun
manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintahan dan pelayanan
masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Bupati ini
- dimaksudkan untuk memberikan pedonian - pelaksanaan
 kegiatan/pekerjaan bagi Perangkat Daerah, utamanya Pengadaan
, Barang/Jasa agar bexjalan dengan terub sesuai ketentuan yang
o berlaku



B. Maksud dan Tujuan -

Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Keglatan /Pekerjaan bagi Perangkat Dacrah ini adalah :

N a.

mewujudkan pemahaman yang benar atas ketentuan peraturan .

- perundang-undangan = yang berlaku, = sehingga pengadaan

barang/jasa di daerah dapat dilaksanakan dengan baik;

sebagai pedoman pelaksanaan sistem pengelolaan barang daerah;

c. sebagai alat pengendalian dan pengawasan/pemeriksaan

A

penatausahaan pelaksanaan APBD; , v ‘
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,

‘ transparan31 dan akuntabilitas pelaksanaan APBD,;

agar pelaksanaa.n kegiatan dapat mencapai keterpaduan dan
keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat
sasaran dan manfaat serta terwujudnya disiplin anggaran;

memngkatkan kinerja pelaksana anggaran/ keglatan Ieblh ba1k dari
tahun sebelumnya;dan .

menmgkatkan peran serta usaha kecil dan kelompok masyarakat
dalam pengadaan barang/ jasa. : =

BABII
PEDOMAN DALAM PEMBENTUKAN TIM/ PANITIA

Umum _ .
1. Pembetukan Tim/Panitia dilakukan antara lain karena
" a. Perintah peraturan perundang-undangan; »
b. Kebutuhan riil - guna mendukung pelaksanaan suatu
kegiatan; -
c. Usulan Kepala Perangkat Daerah karena kebutuhan yang
mendesak.
2. Pembentukan Tim/Panitia harus selektif dan beror1entasr
‘semata-mata pada pencapaian output keglatan/ pekerjaan yang
~jelas dan terukur.

3. Pemilihan keanggotaan Tim/Panitia harus didasarkan pada‘

pertimbangan rekam jejak kinerja, keterkaitan pelaksanaan -
tugas pokok dan fungsi, serta keahllan dan kcmampuan yang '
- bersangkutan. “
4. Pembentukan Tim/Panitia merupakan perangkapan fung31 dan-
tugas tertentu PNS disamping tugas pokok sehari hari.

Penetapan dan Legahtas

Berdasarkan kewenangan, maka:

- 2. Tim dengan keanggotaan internal Perangkat Daerah dltetapkan- : '

1. Tim dengan keanggotaan diluar Perangkat Daerah dltetapkan
oleh Bupati;

oleh Kepala Perangkat Daerah;

3. Dikecualikan dari ketentuan angka 1 dan angka 2 apabila dalam

peraturan perundang-undangan sudah diatur pejabat yang
- berwenang untuk membentuk dan menetapkan Tim/Kepanitiaan
tersebut :



1

C. Masa Kerja | |

. Pada dasarnya Tim/Panitia bekerja sesuai dengan jangka waktu -
tim  yang disebutkan secara eksplisit pada Keputusan
Pembentukannya. Karena pembentukan Tim/Panitia didasarkan

pada pertimbangan pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam

- APBD maka jangka waktunya tidak melebihi Tahun Anggaran.
. Namun, apabila Tim/Panitia tersebut = dibentuk wuntuk

melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang bersifat rutin, maka
masa kerjanya dapat melebihi Tahun Anggaran, dengan

-ketentuan maksimal setiap 3 (tiga) tahun harus ditinjau ulang.
. Dalam hal Tim/Panitia telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun
-berturut-turut, maka Perangkat Daerah melakukan evaluasi

- terhadap wurgensi dan efektifitas keberadaan Tim/Panitia

Cer SR e

foop

dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi
suatu unit organisasi. :

. Keanggotaan
1.

Keanggotaan Tim/Panitia terdiri dari:

Pengarah, maksimal 2 orang;
Penasehat, maksimal 2 orang;
' Wakil Penasehat, maksimal 2 orang;
Ketua, maksimal 2 orang, dan apabﬂa dxbutuhkan dapat
membawahi ketua bidang/seksi; '
Wakil Ketua, maksimal 2 (dua) kali jumlah Ketua;
Sekretaris, maksimal sama dengan jumlah wakil ketua;
Anggota, sesuai kebutuhan; .
Staff Admnistrasi, sesuai kebutuhan;
Staff Teknis, sesuai kebutuhan.
Koordinator, setingkat Ketua/Ketua Bldang, tergantung pada
struktur Tim/Panitia.

Dapat melibatkan pihak lain diluar PNS/Pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah atas izin atasan langsung yang

' bersangkutan

Sekretariat Tim / Pan1t1a
L

Sekretariat Tim/Panitia dibentuk untuk melaksanakan kegiatan
administratif untuk menunjang kegiatan tim/ pan1t1a pelaksana

kegiatan.

Sekretariat Tim/Panita merupakan bagxan tak terplsahkan dari
Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan.

Sekretariat Tim/Panitia Pelaksana hanya dapat dibentuk untuk
menunjang Tim / Panitia Pelaksana keglatan yang dltetapkan oleh

- Bupati.

Jumlah sekretanat Tim/Panitia Pelaksana keglatan dlatur pahng |

banyak 10 (sepuluh) orang untuk Tim/ Panltla Keglatan yang
“ditetapkan oleh Bupati.

F. Pemblayaan : :
'~ Pembiayaan bagi Tim/ Panitia diberikan dalam bentuk Honoranum
yang penganggarannya dialokasikan dalam bentuk:

1.

2.
. Penghasﬂan Pegawa1 Dlnamls, .

Untuk Bupati dan Wakil Bupatl pada rekenlng Belan_]a

Honorarium;
Untuk PNS dlalokasxkan. dalam perhltungan Tambahan



| 3 Untuk PN S yang bertindak sebagal Narasumber/ pelatlh/ pengajar- - o
-, pada rekening Belanja Narasumber/petugas lain; ©~ R
4. PNS yang berasal dari luar lmgkungan Pemerlntah Daerah padaf- -

: jl_-rekenmg Belanja Petugas Lain.

vPelaporan

~ Setiap akhir masa tugas maka Ketua Tnn Wajlb menyusun laporan -

" pelaksanaan tugas kepada Bupati/Kepala Perangkat Daerah yang |

R menetapkan Keputusan Pembentukan. -

BAB III

o f'f PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN BELANJA BARANG/JASA R

‘ Q'..'Umum L

. Pada dasarnya belanJa barang/jasa dllaksanakan ‘sesuai denganv- -

- ketentuan - peraturan  perundang-undangan. Penatausahaan._'

o  keuangan tunduk pada peraturan bupati tentang penatausahaan o

keuangan, dan pelaksanaannya -tunduk pada proses .
: ‘.-'»-';-pelaksanaannya apakah menggunakan mekamsme pengadaan'l |

o k"_,barang/ jasa atau tidak.

Pelaksanaan belanja Barang/Jasa R . S
oL Penyed1aan alat tulis kantor dllakukan dengan pembehan sesual S

S jkebutuhan dan ketersediaan ruang penylmpanan L
20 Pembelian makanan dan kudapan bagi penyelenggaraan rapat I

L dxlaksanakan dengan ketentuan sebagau berikut:

o a Kudapan disajikan hanya pada pertemuan yang dllaksanakan s
- dengan mengundang peserta dari luar Perangkat Daerah; o
~ - b. Makanan disajikan hanya pada pertemuan yang dllaksanakan o
~ minimal 3 (tiga) jam.

¢. Penyajian - ‘kudapan dan makanan dllakukan denganj/.f
. ketentuan:

1) Sedapat -mnngkln dllaksanakan oleh rekanan terdekat:f B

' pada lokasi penyelenggaraan rapat;

R - 2) ‘Pada setiap menu kudapan harus terdapat menu rebusan, .

"dan menu makanan lokal khas Daerah; Y
3) Pada setiap -~ menu rnakanan yang dlsa_]lkan harus
~terdapat buah.

| '-i'3.-,Penggandaan dan fotocopy dllaksanakan sesuau kebutuhan dan -

. dilaksanakan dengan prinsip efisien dan efektif,

4. Belanja sewa dilakukan apabila sarana/prasana Pemerlntah RN

Daerah memang tldak tersedia atau tldak mencukup1 R

C. .'Pertanggungjawaban dan Penatausahaan - . S
' Pertanggungjawaban dan Penatausahaan - dllaksanakan sesuai -

_ ketentuan Peraturan Bupatl tentang Penatausahaan Keuangan |

i'* Daerah o



BABIV .
PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

A. Umum ‘
1. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan prinsip:

‘a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
~ prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesualan dengan pencapalan
~ kinerja; : .
c. Efisiensi penggunaan anggaran; :
d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan per_;alanan dlnaS'
dan pembebanan biaya perjalanan dinas. |

2. Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Pegawai (PNS / CPNS, Pegawa1

Non PNS) dan masyarakat sesuai kebutuhan dan dalam penugasan
-oleh Daerah. : ’

B. Dukungan Administrasi :
1. Perjalanan dinas dllaksanakan sesuai dengan Surat 'Pugas
2. Surat Tugas diterbitkan oleh: ’ ' -

a. Bupati untuk perjalanan dinas yang dllaksanakan oleh

-+ Sekretaris Daerah,;

b. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang d11aksanakan

~ oleh Kepala Perangkat Daerah atau oleh rombongan antar

- Perangkat Daerah; |

“c. Asisten Sekretaris Daerah untuk Pejabat dan staf di llngkungan

Sekretariat Daerah;

d. Kepala Perangkat Daerha untuk Pejabat dan staf d1 hngkungan_

~ Perangkat Daerah bersangkutan; -

e. Kepala Perangkat Daerah untuk Pegawa1 Non PNS atau peserta
non PNS lainnya.

3. Dalam menerbitkan Surat Tugas, Pejabat sebaga1mana dlmaksudv
pada angka 2 berwenang untuk menetapkan tingkat biaya
perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan dengan
“memperhatikan  kepentingan serta tujuan perjalanan dinas
tersebut. '

'C. Biaya Perjalanan Dinas

1. Pengelompokan Biaya '
‘Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada tmgkat,
pelaksana perjalanan dinas, yakni:

Tingkat A : Bupati, Wakil bupati dan lepman DPRD;
- Tingkat B : - Sekretaris Daerah dan anggota DPRD;
Tingkat C : JPT Pratama selain Sekda;
Tingkat D : Administrator dan/atau PNS Golongan Iv;
Tingkat E : Pengawas; . ,
Tingkat F : PNS Golongan III;
Tingkat G : PNS Golongan I dan II;
_»‘Tingkat H : Pegawai Non PNS dan Peserta PerJaIanan Dinas Non
PNS. , : - v
2. Jenis-jenis blaya .
‘Jenis biaya dalam perjalanan dmas terdiri dan
a. Uang Harian, ditetapkan sesual standar blaya bcrdasarkan
tingkat petjalanan dmas, -



. Biaya transportasi, merupakan biaya dari kedudukan ke lokasi

sampai dengan kembali ke tempat kedudukan, termasuk
didalamnya BBM (jika menggunakan kendaraan pribadi/dinas),
parkir, retribusi, tol, pelabuhan, struk pembayaran kendaraan
daring, dan biaya lain termasuk jika terdapat penundaan atau
biaya perubahan tiket yang dikarenakan perubahan jadwal.

. Biaya penginapan, merupakan biaya penginapan riil atau dapat

menerima secara lumpsum sebesar 30% dari standar biaya
penginapan setempat sebagaimana .diatur dalam Peraturan

-~ Menteri Keuangan tentang standar biaya penginapan.

Biaya representasi, diberikan kepada Bupati, Wakil bupat1
anggota DPRD dan Pejabat Jabatan P1mp1nan ngg1 Pratama

- - selama melaksanakan pexjalanan dinas.

e

£

Sewa kendaraan, sesuai biaya sewa yang dltaglhkan termasuk
sopir, parkir, BBM, tol, pajak dan lain sebagainya.
Biaya mengantar dan menjemput jenazah sesuai biaya riil.

- D. Pelaporan
o Pejabat/Pegawal penerima Surat Tugas wajib menyusun Laporan Hasﬂ -
Perjalanan Dinas dan disertakan dalam pertanggung Jawaban
keglatan . o

. : BABYV
PEDOMAN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA

* A. PERSIAPAN
1. Pembentukan Organisasi Kegiatan

' B mRTrER MO A0 TP

Penanggung jawab Program;

Wakil Penanggung jawab Program; ' ‘

Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi chlatan APBD
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; .

Pengguna Barang/Jasa dan Kuasa Pengguna Barang/Jasa,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Tim Pelaksana Pengendalian dan Koordinasi Keglatan APBD

‘Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/Pejabat Pengadaan,‘ ,
Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; »

Pengawas Lapangan Bidang Konstruksi; -

. Tim Pelaksana Kegiatan (apabila dibutuhkan), dapat terdiri dan :

1) Pengarah

 2) Penasehat

3) Wakil Penasehat

~4) Ketua
5) Wakil ketua

6) Sekretaris

- 7) Anggota

8) Staf administrasi

' 9) Stafahli

10) Staf teknis

11) Staf lainnya



n. Yang dltugaskan sebagai PNS di UKPBJ, Pejabat.Pembuat
. Komitmen - (yang memiliki sertifikat -keahlian Pengadaan
 Barang/Jasa pemerintah) dan Pejabat Pengadaan dapat
- diberikan tunjangan profesi yang besarannya dlsesualkan
= dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Keanggotan dan Tugas Organisasi Pcngelolaan APBD

A - Penanggung jawab Program

1) Penanggung jawab Program dijabat oleh Bupau dengan
‘ keputusannya menetapkan :

Wakil Penanggung jawab Program;

" Tim Pembina, Pengendali dan Koordlna31 - Kegiatari
- APBD;
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran

Pengguna Barang/Jasa;

© Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa(UKPBJ),
' Tim Pelaksana kegiatan yang anggotanya melibatkan

unsur di luar Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 2) Pcnanggung jawab Program mempunyai tugas memberxkan
arahan dan pembinaan pelaksanaan program.

b. Wakil Penanggung jawab Program

- 1) Wakil Penanggung jawab Program dijabat oleh Wakﬂ Bupati

dan bertugas membantu Penanggung jawab Program dalam

~ - memberikan arahan dan pembinaan pelaksanaan program; -

2) Wakil Penanggung jawab Program dalam menjalankan tugas

: bertanggung]awab kepada Bupati selaku Penanggung Jawab
Program. - :

. c¢. Tim Pembina Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD
1) Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi: Kegiatan APBD‘

dlangkat dan ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan
: Bupatl, : :

- Wakil Bupati;

- Sekretaris Daerah;

- Staf ahli Bupati;

Para Asisten Sekda; :
KepalaBadan Perencanaan dan thbang, .
Inspektur; e

- Kepala Badan Keuangan Daerah;

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

~ Kepala Bagian Hukum;

- 2) 'I‘ugas Tim Pembina, Pengendali dan Koord1nas1 Keglatan
APBD, antara lain :

a)

.‘ b)‘ |

o)

melaksanakan koordinasi - pembinaan
penatausahaan/pengelolaan aspek perencanaan, aspek
administrasi, aspek keuangan dan aspek teknis;

menganalisa terhadap proses dan permasalahan

‘pelaksanaan kegiatan;

mengadakan monitoring, pengendalian, cvaluasx dan

~ tinjauan lapangan untuk melihat secara dekat tentang

pelaksanaan kegiatan;



d)

menyelenggarakan Rapa’t Koordinasi Péhgendalian'

- Operasional Kegiatan (Rakor POK) pahng Sedlklt 3 (tlga)

€)
f)

g

~ bulan sekali;

memberi - arahan/ petunjuk untuk kelancaranv
pelaksanaan kegiatan;

~melaporkan hasil pembinaan kepada Penanggung Jawab

Program;
‘dalam melaksanakan tugasnya d1bantu oleh T1m
Pelaksana Pengendali dan Koordmasr Keglatan APBD.

- d. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa :

1)
- 2)
- 3)
4)
S)
 6)
7)
8)
9

PA;
KPA;
PPK;

Pej abat Pengadaan
Pokja Pemilihan;
Agen Pengadaan;

- PjPHP/PPHP; -
- Penyelenggara Swakelola dan
Penyedla

€. Pengguna Anggaran

1) Kepala Perangkat Daerah bcrtmdak selaku = Pengguna
Anggaran yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati;

2) Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewenangan dan

. bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan

dan penatausahaan anggaran/kegiatan pada Perangkat
Daerah yang dipimpinnya, antara lain: =

j)
k)

menetapkan perencanaan pengadaan; '
menetapkan dan mengumumkan secara luas RUP pada
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website

‘Pemerintah Daerah (wwuw.lpse.karanganyarkab.go.id),

dan portal pengadaan nasxonal melalui LPSE
menetapkan PPK; .
menetapkan ' Penunjukan Langsung untuk
tender/seleksi ulang gagal; ' .
menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan PjPHP/PPHP;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

- melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa |

menetapkan pemenang pemlhhan/ Penyedla untuk
metode pemilihan:

(1) Tender/ Penunjukan Langsung/ E—purchasmg untuk

- paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
~ Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

(2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk  paket

' Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu
Anggaran paling sedikit di atas Rp10. 000 000. OOO 00

- (sepuluh miliar rupiah).

menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal

menyampaikan ~ laporan keuangan sesuai . dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; -



) menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan
~ UKPBJ/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan
pendapat;

m) mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh

- Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

n) bertanggungjawab atas pelaksanaan ‘tugasnya kepada
~ Bupati melalui Sekretaris Daerah;

o) melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan
- kegiatan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali;

- p)  menyiapkan dokumen penyerahan keglatan/ pekerjaan

~ kepada Bupati; ,
q) Dalam hal diperlukan, PenggunaAnggaran dapat:

(D) menetapkan tim teknis; dan/atau

{2) menetapkan Tim Juri/Tim Ahli  untuk
- pelaksanaanPengadaan melalui Sayembara/ Kontes
r) Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf q angka(l),

- bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada

- pengguna anggaran berupa nasihat, pendapat, dan
- pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, dalam hal

~ pekerjaan sudah menggunakan jasa manajemen

konstruksi maka dapat dibentuk tim tckms ‘

- f. Kuasa Pengguna Anggaran

2)

4)

5)

6)

7)

8)

Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas tugasnya
dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 1
(satu) atau beberapa orang Kuasa Pengguna Anggaran yang
merupakan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerahnya;
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud
pada angka 1} berdasarkan pertimbangan besaran Perangkat
Daerah, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,
lokasi, kompetens.l rentang kendali, dan/ atau pertimbangan
objektif lainnya; -

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagalmana tersebut
pada angka 1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna
Anggaran;

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dlmaksud pada

angka 1) bertanggung jawab atas pcIaksanaan tugasnya

kepada Pengguna Anggaran;

Melaporkan secara berkala perkembangan pclaksanaan
kegiatan yang menjadi kewenangannya kepada Bupati setiap
3 (tiga) bulan sekali melalui Pengguna Anggaran; .
KPA = dapat menugaskan PPK untuk “melaksanakan
kewenangan yang terkait dengan:

a) melakukan tindakan yang mengaklbatkan pengeluaran
anggaran belan_]a dan /atau -

' b) ‘mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas

anggaran belanja yang telah ditetapkan

KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender

Pekerjaan Konstruksi;
KPA dapat dibantu oleh pengelola Pengadaan Barang/ Jasa;

- Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai

PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.



g PeJabat Pembuat Kormtmen (PPK)

. 1)

Pejabat Pembuat 'Komitmen yang Selanjutnya dlSln gkat PPK-»-[ -
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk

mengambll keputusan dan/atau melakukan tindakan yang
- dapat mengaklbatkan pengeluaran /Anggaran Belanja
~ Daerah.. - : _ e

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memlhkl tugas B ’f. v

a) menyusun perencanaan pengadaan o

'b) menetapkan SpCSlfikaSI tekms/ Kerangka Acuan KerJa""

- (KAK); - L ,
c), . menetapkan rancangan kontrak

R d) menetapkan HPS;

o e) ‘menetapkan besaran uang muka yang akan dlbayarkanf [y

 kepada Penyedla,

1) ‘vvmengusulkan perubahan Jadwal keglatan v

e g) B menetapkan tim pendukung, o
o h) } menetapkan t1m atau tenaga ahh, ‘ N
- i - melaksanakan  E- -purchasing untuk n11a1 pahng'

- sedikitdiatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah), g

‘vr n _menetapkan Surat Penunjukan PenyedlaBarang/Jasa’ . o
k) mengendalikan Kontrak; ' R PR

. 1) melaporkan pelaksanaan daﬁ penyelesalan keg1atan, -

m) ‘menyerahkan hasﬂ peker]aan pelaksanaan keglatan ', ;' ‘:.:, :

- kepada PA/KPA;

- kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; = ..

“ n) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen : '

- pelaksanaan kegiatan; dan

o o) 'memlau kmerja Penyedia.

'~ angka 2), PPK melaksanakan tugas pehmpahan kewenanganv e

Selain - melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada -

;‘darl PA/KPA, mehputl , o o
o ~a) melakukan t1ndakan yang mengaklbatkan pcngeluaran f

b) - mengadakan dan menetapkan perJan]1an dengan p1hak o
" " lain  dalam batas ' anggaran belanja yang telah -

anggaran belanja;

dltctapkan, e

- ) PPK dalam melaksanakan tugasnya dapat dlbantu oleh») B
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B Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa.

PPK dllarang mengadakan ‘ikatan petjan_]lan | atau -
menandatangam Kontrak dengan Penyedla Barang/Jasa‘

_ apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia -

anggaran. yang dapat mengakibatkan. dllampaumya batas

 anggaran yang tersedla untuk keglatan yang d1b1aya1 dari

- APBN/APBD.

‘Dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan Jasai o
konstruksi, penyusunan dokumen  perencanaan pekerjaan

' jasa kontruksi dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang

‘melaksanakan urusan pekerjaan umum atau dilakukan oleh :

enyedla Jasa perencana konstruk31 dengan ketentuan



) - Pcnyedla Jasa percncana konstruk81 dapat bcrasal dar1 o

.»‘-_;-,_»_.._:-_»_perseorangan ahli atau badan hukum yang kompe ten_".”f}'
~dan. memiliki kualifikasi yang dlpersyaratkan atau
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakanf o

- urusan pekerjaan umum; :
b)) Keluaran- akhir perencanaan ' konstrukSI mehputlv

dokumen ‘perencanaan berupa : Gambar Rencana

.. Teknis, Rencana Kerja dan Syarat—syarat (RKS), RAB

- (Enginering Estlmate) dan Daftar Volume Pcker_]an (BQ)

.7 . - yang disusun sesuai ketentuan, T v S
- ¢)  Penyedia  jasa  perencana konstruk51 dalam.
S .;melaksanakan pekerjaannya harus berkoordinasi -

" dengan  Perangkat Daerah = yang - melaksanva‘kans; -

- peker_]aan umum.

B » 6) PPK dapat mcmutuskan Kontrak secara seplhak apablla -

,a_) " kebutuhan Barang/Jasa tldak dapat dltunda meleblhr .

~ batas berakhirnya Kontrak;

e b) berdasarkan penehtlan PPK, Penyedla Barang/Jasavy
. tidak akan mampu menyelesaikan ‘keseluruhan

o pekerjaan. walaupun diberikan - kesempatan ‘sampai.

~ . dengan - 50 _(hmapuluh) _hari kalender sejak masa :
 berakhirnya = pelaksanaan - pekexjaan - untuk "

o -'-."-:'_menyelesalkan pekerjaan;

o) ~setelah diberikan kesempatan rnenyelesalkan pekerjaany: L

- .. sampai dengan S0 (lima puluh) hari kalender sejak masa B
 berakhirnya  pelaksanaan - pekerjaan, Penyedia

S ‘Barang/Jasatldak dapat menyelesalkan peker_}aan DR
- d) - Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam";_
- melaksanakan kewajibannya dan  tidak memperbaiki -

. kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e ' Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan  KKN, RO
" kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam = proses ..
- Pengadaan = yang dlputuskan oleh 1nstan81 yangv o

~ berwenang; dan/atau o
“f) - pengaduan tentang penylmpangan prosedur, dugaan o
©KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dlnyatakan benar R

- . oleh instansi yang berwenang; -

,} g) " Pemberian ‘kesempatan kepada' Penyedla Barang/Jasa b v
R menyelesalkan pekerjaan sampai dengan 50 - (lima =
- puluh) -hari kalender, sejak ‘masa berakhlrnya;_{,i‘,  G

fpelaksanaan peker]aan sebagalmana dimaksud pada -

T o . Anggaran. - :
.- h) - Dalam hal pembenan kesempatan kepada Penyedla-

~huruf b) dan huruf c),- dapat melampam Tahun o

 Barang/Jasa melampaui -tahun anggaran, maka =
- dilakukan adendum' kontrak atas sumber pemblayaan e
" 'dari DPA Tahun " Anggaran bcnkutnya atas s1sa: A

CL o pckerjaan yang akan dlsclesalkan, .
i) . Ketentuanlebih'lanjut mengenai tata cara pembenan: :

~ kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melampaui = - SRR
~ tahun - anggaran ' dlatur dalam Peraturan Bupat1

B tersendm



B j) Dalam hal pemutusan Kontrak d1lakukan karena _’ N

k) Dalam ‘hal  dilakukan pemutusan Kontrak ‘secara .
R seplhak oleh PPK karena = kesalahan - Penyedlaf
- Barang/Jasa ' sebagaimana dimaksud padahuruf h), =
- Pokja Pemilihan UKPBJ dapat melakukan Penunjukan
. Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada
-~ paket . pekerjaan yang sama atau- Penyed1a-;.. :

n kesalahan Penyedla Barang/ Jasa:

(1) Jamman Pclaksanaan dlCalrkan

o (2) sisa Uang Muka harus d11unas1‘ oleh Penyedla o

Barang/ Jasa atau Jaminan Uang Muka dlcalrkan

'(3) Penyedia Barang/Jasa membayar_ denda“:‘

- keterlambatan; dan | S
Ny (4) " Penyedia Barang/Jasa dlmasukkan dalam Daftar
- Hitam. o S

" Barang/Jasayang mampu dan memenuh1 syarat;

1)  Dalam hal ‘pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK .
- maka: presta31 pekeljaan d1h1tung dan dxtetapkan oleh MR

N APIP.

Bag1 Perangkat Daerah yang mem111k1 beberapa keglatan fisik
- konstruksi dengan nilai sampai dengan. Rp200.000.000,00 .

~ (duaratus Juta ruplah), maka dapat dialokasikan satu =~
L keglatan ‘jasa. yang mengakomodasi selu;uh/beberapa AR

o perencanaan konstruksi tersebut;

Mutasi ‘jabatan Personil PPK tldak merubah tugas dan
. tanggung Jawabnya sampal dengan keglatan pekerjaanfn o
' berakhn' B o .

o h Tlm Pelaksana Pengendahan dan KOOI'dlIlaSI Keglatan APBD

" Tim Pelaksana Pengendali dan Koordinasi Kegiatan APBD o
 adalah sebagai Pembantu Tim Pernbma Pengendah dan o

R - Koordinasi Kegiatan APBD.

oy

';Tlm Pelaksana Pengendah dan Koordlna81 Keglatan APBD’ o s

. terdiri dari unsur :

- a) Badan Perencanaan dan thbang,
- b) Inspektorat;

c) Badan Keuangari Daerah

C d) Baglan Adrmmstram Pembangunan,

Sekretarlat Tim Pelaksana Pengendah dan Koordmasl ‘_ o

- Kegiatan APBD berada di Bagian Admlnlstra31 Pembangunan

Tim Pelaksana Pengendahan dan Koordma81 Keglatan APBD o

 bertugas :

a) ‘membantu mengendahkan pelaksanaan keglatan Tahun . R

b) menelaah laporan yang d1sampa1kan oleh Pengguna- R

- Anggaran berjalan;

 Anggaran . sebagai bahan untuk pembuatan laporan_ e

L kepada Bupati, _ :
~  ¢) mengadakan tinjauan loka31/lapangan, .

el d) menyelenggarakan . dan menyiapkan Rapé.t Koordmasi o

- Pengendalian. Operasional Keglatan (Rakor POK) pahng

B Sedlk_lt 3 (tlga) bulan sekah, e



€}

. )

membenkan masukan kepada Tim Pembina Pengendali .
~dan Koordinasi kegiatan APBD untuk kelancaraan
pelaksanaan kegiatan;

menyiapkan bahan laporan hasil pengendahan evaluam
pelaksanaan kegiatan APBD kepada Bupatl

i, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)
UKBJ memiliki fungsi :

1)

-a)

c)

o d)

. 2 ,
'~ UKPBJ dilarang duduk sebagai :

3)

4)

€)

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
Pembinaan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan
Pengadaan Barang dan jasa; : v
Pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan /atau .
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan ‘
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

chala UKPBJ dan Anggota KeIompok Kerja Permhhan

PPK; v
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM);

Bendahara;

Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), terkecuah,
menjadi  Pejabat Pengadaan/ anggotav UKPBJ untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. '

Tugas Kepala UKPBJ meliputi:

. a)
_ .‘b)
:,v‘C)

memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan
UKPBJ; .

menyusun program kerja dan anggara.n UKPBJ;
mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di

- UKPBJ dan melaporkan apabila ada penyimpangan

4

g)

b

dan/atau indikasi penyimpangan;
membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati; ’
melaksanakan pengembangan dan pemblnaan Sumber
Daya Manusia UKPBJ; v
Menugaskan/menempatkan /memindahkan . anggota
Kelompok Kerja Pemilihan sesuai dengan beban kexja'
masing-masing Kelompok Kerja UKPBJ; ,
mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kcrja»
Pemilihan yang ditugaskan di UKPBJ kepada Bupati,
apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan‘
perundang-undangan dan/atau KKN;

melaksanakan Tender/ Seleksi ~ ulang  setelah
mendapatkan persetujuan PA/KPA; : o

Kclompok Kerja Pemilihan UKPBJ /Pejabat Pengadaan pokja:‘

2

b)

. ©)

. pem1hhan UKPBJ / Pok_]a Pengadaan meliputi :

menyusun rencana plellhan Penyedla Barang/ Jasa, |
menetapkan Dokumen Pengadaan; :
menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;



. ) melakukan evaluasi administrasi, tekms dan harga:v.:_ - |

:»‘;v,d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Sasa

diwebsite (www Ipse. karanganyarkab go.id) dan papan

‘v'._"'v->pengumuman - resmi untuk  masyarakat = serta
- menyampaikan ke LPSE untuk dlumumkan dalam Portal S

- Pengadaan Nasional;

Ce) menilai ~ kualifikasi Penyedla Barang/Jasa melalui o

‘ prakuahﬁka& atau pascakualifikasi;

’ Jterhadap penawaran yang masuk;

’ g khusus untuk Kelompok Kerja PemﬂihanUKPBJ

o _"‘vi'(l) men_]awab sanggahan;

o (2) melaksanakan pers1apan dan pelaksanaan pemlhhan .
Penyedia; '

. _(3) ‘melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemlhhan :

Penyedia untuk katalog elektronik;

' . (4) ‘menetapkan pemenang pemlhhan/ Penyedla untuk v

‘metode pemilihan:

(a) Tender/ Penunjukan | Langsung untuk paket .
Pengadaan Barang/Pekerjaan - Konstruk81/Jasa
- Lainnya - dengan nilai Pagu Anggaran paling

banyak Rp100.000.000.000, OO (seratus miliar . L

_ f..ruplah)atau A S
‘(b) Seleksi/ Penunjukan Langsimg untuk ﬁaket

- Pengadaan Jasa Konsultan31 dengan nilai Pagu - v
‘Anggaran . paling banyak RplO OOO OOO 000, 00;'3 "

(sepuluh miliar rupiah};

(5) "~-menyampa1kan hasil pern111han dan o sa_hnan S
R Dokumen Pemilihan PenyedlaBarang/Jasa kepada .

PPK;

..:(6) ‘menyimpan 'dokumen ash pcmlhhan Penyedla

' Barang/Jasa;

}(7) membuat laporan mengenal proses pengadaan kepada “ - Y

 Kepala UKPBJ;

(8)}‘:] Pokja Pemlhhan dapat d1bantu oleh t1m atau tenaga -

~ahli;

(9)  Pokja Permhhan beI]Umlah : ganjll mlmmal,

beranggotakan 3 (tiga) orang dan blsa dltambahﬂ
- sesuai dengan kompleksnas pekerjaan : -

;.v‘PeJabat Pengadaan

s |
. langsung untuk pengandaan jasa konsultasi yang bernilai S

L Pejabat Pengadaan dalam pengadaan Barang/ _]asa mermhkl tugas o |
melaksanakan persnapan dan pelaksanaan pengadaan R
o langsung; =~ : LT TR ‘ '
" langsung  untuk pengadaan  Barang/Pekerjaan
-~ Kontruksi/Jasa Lamnya yang bernilai pahng banyak Rp v
- 200.000.000,00 (dua ratus juta rup1ah), | - o
melaksanakan - per31apan dan pelaksanaan penunjukanjjj;

melaksanakanv persiapan dan pelaksanaan penunjukan N

- paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)idan

o

‘melaksanakan E- purchaszng yang bernilai pahng banyak Rp L
200 000 000 OO (du.a ratus Juta rup1ah) ST o


http://www.Ipse.karanganyarkab.go.id

k PokJa Pemlhhan '

' | pokJa pemlllhan dalam pengadaan Barang/Jasa mermhk.\ tugasv

. 1) ;‘ melaksanakan per31apan dan pelaksanaan pemlhhan ’_

' penyedIa,

| 2) melaksanakan persuapan dan , pelaksanaan : pem1hhan‘}a“*‘ ~
. v penYedla untuk kata.log elektromk dan - R
3 Menetapkan pemenang pemlhhan/penyedla untuk metode': ’
pemlhhan : o _ : |
a) Tender/PenunJukan Langsung untuk paket pengadaan'
Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai

- pagu anggaran paling banyak - Rp 100.000.000. 000,00
(seratus miliar rup1ah), L

: b) Selek31/penun3ukan langsung. untuk paket pengadaan

- jasa konsultansi dengan nilai’ pagu -anggaran pahng o

R banyak Rp 10. .000.000.000,00 (sepuluh mlllar ruplah)
- 4) Dalam ‘hal - berdasarkan pertlrnbangan ' kompleksﬁas

. pemlhhan penyedla anggota pokja permhhan dapat dltambah o o

Sepan_]ang berjumlah gasal; ‘
- S) 'PokJa pemlhhan dapat dibantu oleh t1m atau tenaga ahh
"‘}Agen Pengadaan | - S

1) “Agen pengadaandapat v melaksanakan pengadaan S

- Barang /Jasa; .

Lo 2)‘_ “ Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan sebagaumana dlmaksud.'__»““.‘. g |
i ‘pada angka (1) mutatis mutandis dengan tugas pokja:,;

- - pemilihan dan/ atau PPK; Lo
.3} - Pelaksanaan tugas pokJapemlllhan dan/ atau PPK dllakukan R
. sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang—undangan, o

o ‘:'m".r:PeJabat Pelaksana Teknls Kegiatan (PPTK) -

L Ketentuan ‘PPTK - dalam Peraturan Bupau 1n1 mengacu pada ot -
_ Peraturan - Menteri =~ Dalam Negeri - Nomor 13
- Tahun. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah e

i Pasal - 12, sebagalmana ‘telah diubah beberapa’ kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

o tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri. o

: ‘.’,’[".Nomor 13 'I‘ahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, :
~ Daerah. T . o fL .
oo Pengawas Lapangan Bldang Konstruk31 L .

o 1) Pengawas Lapangan Bldang Konstruks1 bertugas melakukanﬁ ‘
- -pengawasan pekerjaan/ keglatan sehari-hari di lapangan agar

-~ . pekerjaan dapat berjalan sesuai Rencana, RAB dan Bestek o
2) Kewenangan Pengawas Lapangan adalah: ' AT

- "~ a) mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar | pelaksanaf‘{

. pekerjaan - mematuh1 chcana, RAB dan bestek yang
- ditetapkan; - ’

o b) memberikan ”permgatan dan memerlntahkan pelaksana D

- pekerjaan untuk mematuhi rencana, RAB, dan Bestek;

- ) ‘menghentikan pekerjaan apabila tidak sesuai dengan

v Rencana RAB dan Bestek yang dltetapkan -




Pengawas Lapangan beljumlah 1 (satu) orang atau leblh R
~disesuaikan dengan volume pekerjaan yang diawasi; R
T Setiap 1 (satu) mmggu sekali - Pengawas Lapanganr
- kegiatan/ pekerjaan harus melaporkan ‘kemajuan ﬁ31k PR

- kegiatan/pekerjaan yang diawasinya kepada PPK;

a) hngkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang e

-Pengawas Lapangan dilarang bekerja sama dengan penyedla o
~ jasa yang mengarah pada pelanggaran bestek ‘dan RAB =
-~ dan/atau bentuk pelanggaran lainnya- yang dllarang sesua1 R
o ketentuan peraturan perundang—undangan " : -

Pclanggaran terhadap ketentuan angka 5) dlkenal sanksl o

S .ulsesual peraturan perundang-undangan yang berlaku,‘ o

- 7) P eng&lWaSan Pekerjaaan konstruk31 dllaksanakan dengan% e |
IR ketentua.n Sebaga1 berikut : s e T -

= B dapat menggunakan jasa Konsultan Pengawas,

e N b)jVPerangkat Daerah lain dengan nilai peker_]aan di étas Rp,fl .
~ - 500.000.000,00 (11ma ratus juta ruplah) juta ‘wajib

L menggunakan . jasa Konsultan Pengawas = dan |

o mengaloka51kan anggaran sesuai dengan ketentuan yang

‘ ]berlaku

0 PeJabat Pemerlksa Hasﬂ Peker_]aan (P_]PHP) / Pan1t1a : _'Pemeriksaf: R
- »Hasﬂ Peketjaan (PPHP) e L
. pekerjaan Pengadaan - Barang/ Peker]aan ‘Kontruksi/Jasa
- Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua -
ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bern11a1 palmg a0

PjPHP mem111k1 ‘tugas memerlksa admmmtrasx hésxl

e . banyak Rp 100.000. 000,00 (seratus juta rupiah).\

. Barang/Pekerjaan - Kontruksi/Jasa Lainnya yang bernilai =
.- paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta: - .
“rupiah) dan Jasa Konsultansi pahng sed1k1t dlatas Rp I

PPHP ‘memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekezjaan | o

~100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

.

PJPHP/PPHP d1tetapkan oleh PA/KPA . PRV
PjPHP/PPHP berasal dari pegawal negerl, ba1k dan 1nstans1: B

- sendiri maupun instansi lainnya.

leecuahkan dar1 ketentuan pada angka 4) PJPHP / anggota;! S
~ PPHP - pada. institusi lain Pengguna APBN/APBD atau
 Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal o

* dari bukan ‘pegawai negeri.
'PjPHP/PPHP Wapb memenuhi persyaratan sebaga1 benkut o
‘a) memiliki- integritas, dlSlplln dan tanggung Jawab dalamf_

" melaksanakan tugas;

N b) ‘memahami isi kontrak

~ ¢) menandatangani Pakta Integﬂtas’ dan

g

”vd) _tidak menjabat sebagai_ Pejabat Penandatangan Surat R
- Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara R

. " TugasPJPHP / PPHPsebagai berikut: S .
a) melakukan pemeriksaan admxmstram hasﬂ pekerjaan, R

pengadaan barang/jasa sesua1 dengan ketentuan yang o
tercantum dalam Kontrak TR - -



= : | 8)

. b) menandatangam Berita Acara Pemenksaan Admxmstrasiv.”: -

= hasil Pekerjaan

v 2 Ketentuan susunan PPHP sebaga1 benkut : o :
N a) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang makmma.l 5 (hma) RN

~orang yang berasal dari Perangkat Daerah pemilik

kegiatan maupun Perangkat Daerah lain yang s ecara‘_" L
- tugas dan fungsi terkait dengan pekerjaan

‘ b) Ketua dan Sekretaris berasal dan Perangkat Daerah o

_pemilik kegiatan;

' f“fc)f‘ Anggota panitia yang berasal dar1 Perangkat Daerah‘

‘; - terkait sebagalmana dimaksud pada huruf a) sesuai surat o
- tugas dari Kepala Perangkat Daerahnya masing-masing;
-~ d) Surat tugas sebagaimana dimaksud huruf c) berdasarkan .. -

" permintaan kepala Perangkat Daerah pemilik kegiatan; =

L fe)" Penunjukan PPHP harus memperhatikan pemenuhan

| 9) B

N persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 4) dan 5)

Dalam hal - pengadaan Jasa Konsultansi, = pemeriksaan S
- pekerjaan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna = .

Jasa Konsultansi atau Tim Teknis yang bersangkutan w

T

.'P_]PHP/PPHP keg1atan Konstruksi melakukan pemenksaan o

-~ administrasi- hasil pekerjaan, dan melaporkan hasil

" pelaksanaan tugasnya kepada PPK dengan dilampiri Benta  \; o

L Acara Pemerlksaan Administrasi Hasil Pcker_]aan,

oy
‘Pekerjaan vuntuk yang ,Pertama/ Kedua sebagalmana

Format Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Hasxl

o “terlamplr

' 12)
" 'sebagaimana tersebut angka 10)° merupakan salah satu-.

Berita Acara Pemerlksaan Admlnlstra81 Hasﬂ Pekerjaan ‘_

R kelengkapan dokumen yang menjad1 persyaratan pencairan

- anggaran - sesua1 . tahapan pelaksanaan/ penYelesa.tan

SR peker_]aan

o lamplran-lamplrannya ~sebagaimana angka 12), PPK
- melaporkan - pelaksanaan/penyelesa1an peker]aan kepada o
© . PA/KPA setelah memastikan bahwa = semua . dokumen: - - -

Setelah menenma laporan da‘r1' P_]PHP/ PPHP beserta |

'  l‘.{“}»pelaksanaan pekerjaan konstruksi telah lengkap (memenuh1
S -syarat) Sesua1 daftar check list terlampir. . - o

- 1) -_
o 2)

oy

. .14) Mutasi jabatan Personil PPHP/PJPHP ‘tidak fnerubah] wi )
. susunan kepanltlaan dan tanggung Jawabnya selama pcr1ode R
. kegiatan yang bersangkutan berlangsung T
Penyelenggara swakelola ' ) _ ,
Penyelenggara swakelola terdiri atas T1m Persmpan T1m R
© Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas. =~ . R
Tim PerS1apan memiliki tugas menentukan sasaran, rencana SRR
~ teknis kegiatan dan jadwal pelaksanaan. - Pl
Tim Pelaksana memiliki - ‘tugas melaksanakan mencatat L
'v-"'-mengevalua& dan melaporkan - secara berkala kernajuanf
o pelaksanaan keglatan dan penyerapan anggaran | _ o
‘Tim Pengawas’ memiliki tugas mengawasi persxapan danu I
P pelaksanaan ﬁ31k maupun adsmlmstras1 swakelola B



q Penyedla

1) Penyedla Wa_ub memenuh1 kuahﬁkam | sesualb dengaﬁ o

- barang/jasa yang diadakan dan sesual dengan ketentuan
~ peraturan perundang—undangan R

o 2) Penyedla bertanggung jawab atas

: ; o a) Pelaksanaan kontrak;
b} - Kualitas barang/_]asa RS
¢) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume
~ d), - Ketepatan waktu penyerahan,dan
.e) Ketepatan tempat penyerahan

T B RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA
 :‘1'. 'I‘u_;uan Pengadaan

S a Menghasﬂkan barang/ jasa yang tepat dar1 Setlap uang yan g

- dibelanjakan, diukur dari aspek kuahtas, Jumlah waktu,'

_ : blaya, lokasi, dan penyedlaan, _ L
' b _Menmgkatkan penggunaan produk dalam negen |

. B __‘Usaha Menegah
odes Meningkatkan peran pelaku usaha nas1onal

e ‘Mendukung = pelaksanaan penel1t1an dan pcmanfaatan o
© ~  barang/jasa hasil penelitian; : A

- f - Memngkatkan kelkutsertaan industri kreatlf
g Mendorong pemerataan ekonomidan- =~ . 0
 h .’:Mendorong pengadaan berkelanjutan :_ SRR RE
2 KebgakanPengadaan . AR
: Ca. ,f_menmgkatkan kualitas _p'erencanéan'--‘f Pe"rigadaan' E
... Barang/Jasa; . ' ‘

c. :’Menmgkatkan peran serta Usaha Mlkro Usaha Kecxl dan - '

b ':fmelaksanakan ’Pengandaan Barang/Jasa yang leb1h S }'

~transparan, terbuka, dan kompetitif;

e memperkuat kapasitas | kelembagaan | dahv sumber daya,.":»_‘_.f' o

" manusia Pengandaan Barang/Jasa; .
. d..  mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa o
e. . menggunakan teknolog1 1nformas1 dan telekomun1ka31, serta e
- transaksi elektromk :

f mendorong penggunaan barang/;asa dalam negerl dan A

* Standar Nasional Indonesia (SNI) ;

v g _memberikan kesempatan kepada usaha MlkI‘O, Usaha Kecﬂ . "

** . dan Usaha Menegah; e
~ h.  mendorong pelaksanaan penehtlan dan mdustrl kreatlf dan e
i melaksanakan Pengadaan Berkelan_]utan S R

o 3 Pr1ns1p Pengadaan

'Pengadaan Barang/Jasa menerapkan pnn31p prm31p sebagm

-:,:ffbenkut T L S ‘
a Eﬁ31en, berartl Pengadaan Barang/Jasa harus d1usahakanv‘
-+ _dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk:
- mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang d1tetapkan »
~atau menggunakan dana yang ‘telah dltetapkan untuk

‘v'"mencapm “hasil dan sasaran dengan kuahtas yang" [ERNET

mak31mum, Co



Efekhf berartx P engadaan Barang/Jasa harus sesuai déngan o
kebutuhan dan  sasaran yang - telah d1tetapkan serta} R

" memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, v ,
,Transparan berarti semua ketentuan = dan - 1nforma51

- mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat R
diketahui - secara luas oleh Penyedia - Barang/Jasa yang L

‘berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat dukut1 oleh |
i semua Penyedla Barang/Jasa .. yang = memenuhi
: persyaratan /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan o

prosedur yang jelas;

. Bersalng, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dllakukan o
' melalui persalngan yang sehat diantara sebanyak mungkin

Penyedia ‘Barang/Jasa - yang - setara dan. memenuhi

v' persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang
- ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang ==
mengganggu termptanya mekanlsme pasar dalam Pengadaan R

Barang/Jasa;.

-Adil/tidak d1skr1m1nat1f berartl membenkan perlakuan yang - -

'sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak

 mengarah untuk memberi keuntungan: kepada pihak
- tertenty, dengan tetap memperhatlkan kepentmgan nasional;
’Akuntabel berarti harus sesuai . dengan  aturan dan
-~ ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasav

L _sehlngga dapat dlpertanggung]awabkan S v

.Et1ka Pengadaan

‘Para pxhak yang terkalt dalarn pelaksanaan Pengadaan

g Barang /J asa harus mematuh1 etlka sebaga1 berlkut

‘_a.'

'melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung BT
jawab untuk mencapai sasaran - kelancaran dan ketepatan o
- tercapainya tu_;uan pengadan barang/ Jasa, R o
~ bekerja secara profeswnal mandiri, dan menjaga kerahamaan : v
.+ informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk
" mencegah - penylmpangan Pengadaan Barang/Jasa, ' RO
- tidak sa.hng ‘mempengaruhi baik Iangsung maupun t1dak".: .
 langsung yang berakibat persalngan usaha t1dak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang o
d1tetapkan sesua1 dengan kesepakatan tertuhs p1hak yang o

‘terkait; -
- menghindari - dan, mencegah terjadmya pertentangan

‘kepentingan plhak yang terkait, baik secara langsung maupun -

_ tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

::j: ~dalam - Pengadaan Barang/Jasa (conﬂlct ‘of  interest). o
~ Pertentangan kepentmgan plhak yang terkalt sebagalmana o

dimaksud dalam hal: - .
1) Direksi, Dewan Kom1sarls atau personcl 1nt1 pada suatui

badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan
Komisaris, atau personel inti pada badan usaha 1a1n yang L

:menglkuu Tender/ Seleks.1 yang sama,



2] Konsultah:i - perencana/ pehgéWas' dalam Pékerjééﬁ; j o
Konstruksi - bertindak scbagai pelaksana Pekerjaan =
 Konstruksi yang direncanakannya / diawasinya, kecuali =~

' dalam pe]aksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

3 'Konsultan _manajemen konstruk31 berperan ,, Sebagai S

. konsultan perencana,

4) Pengurus/manajer Kkoperasi merangkap sebagau PPK/

Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan
Pengadaan - Barang/Jasa di - Kementenan/ Lembaga/

o Perangkat Daerah

' 5) PPK/ Pokja Pem1l1han/ Pe_]abat Pengadaan balk langsung v
- maupun tidak langsung mengendahkan atau menJalankan o

- badan usaha Penyedla, dan/ atau.

,6)‘ Beberapa badan usaha yang menglkutl Tender / Selekslb
 yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak

- langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan =

- sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dlkuasm

. oleh pemegang saham yang sama.

" menghindari - dan mencegah terjadlnya pemborosan dan :
-~ kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ Jasa
. ,menghmdarl dan ‘mencegah penyalahgunaan wewenang dan -
-atau - kolusi dengan tujuan - untuk - keuntungan pribadi, - ,
-golongan, atau fihak lain yang secara: langsung atau tldak .
- langsung merugikan Negara SN R

tidak menerima, tidak menawarkan atau tldak menJanJIkan L

~untuk memben ‘atau menerima - hadlah imbalan, - komisi, - =
- rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui -

- v atau patut dlduga berkaltan dengan Pengadaan Barang/Jasa
5 PA/KPA waj1b menyusun rencana = umum pengadaan, ‘baik

. pengadaan melalui Tender/ Seleksx/Penunjukan Langsung/E-

iPurchasmgdan diumumkan. secara -terbuka kepada masyarakat

“luas” melalui papan pengumuman resmi untuk masyarakat,
website Pemerintah Daerah (www.lpse. karanqamLarkab go. zd)
dan portal pengadaan nasmnal melalm UKPBJ (SIRUP).. '

6 B Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mehputl keglatan-}» |

' keg1atan sebagal berikut :

s a.

meng1ndcnt1ﬁkas1 kebutuhan Barang/Jasa yang dlperlukan‘ .

: Perangkat Daerah; : , . o
menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untukv B
_ Pengadaan Barang/Jasa; v . o

menetapkan kebu akan umum tentang

1y pemaketan peker]aan,

2)  cara Pengadaan Barang/Jasa, dan S
' 3) - pengorganisasian Pengadaan Barang/ Jasa, ;J-
4 ‘menyusun Kerangka Acuan Kezja (KAK). -

7 Pcnyusunan dan penetapan rencana penganggaran
- a. PA menyusun dan mcnetapkan ' rencana penganggaran‘

~ pengadaan barang/_]asa yang terdiri atas: biaya barang/Jasa_ T
. itu sendiri,: b1aya perencanaan, biaya pendukung dan biaya T
' administrasi yang diperlukan - untuk pelaksanaan proses

o pengadaan sesual dengan peraturan perundang—undangan



b. Biaya admin:istr asi dapat terdiri dari: o

1) biaya pengumuman pengadaan; : -

2) honorarium pejabat pelaksana pengadaan vmis‘alnya:
PA/KPA, PPK,UKPBJ/Pejabat Pengadaan, . Pengawas

' Lapangan PPHP/PjPHP; 3 .

-3) biaya survei lapangan/pasar; - .

4) biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

S)- Biaya ATK, makan minum rapat; dan - - '

6) biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung

: pelaksanaan pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya
pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba.

 c. Biaya administrasi untuk kegiatan/pekerjaan yang akan

dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang namun

~proses pengadaannya dilaksanakan pada tahun anggaran
- berjalan harus disediakan pada tahun anggaran berjalan. _

d. Prosentase biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada
“huruf b dan c di atas ditetapkan sebagai berikut :

1) Plafond anggaran sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua

. ratus juta rupiah) maksimal 6% (enam perseratus); =

2) Plafond anggaran diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus

- juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima

- ratus juta rupiah) maksimal 5% (lima perseratus); -

3) Plafond anggaran diatas RpS500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh

- ratus juta rupiah) maksimal 4% (empat perseratus);

4) Plafond anggaran diatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus
juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) maksimal 3% (tiga perseratus); -

5) Plafond anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

_ rupiah) maksimal 2% (dua perseratus);

8. Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus
 diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya
" terjadi tender/seleksi gagal. Dan harus diperhitungkan biaya

penggandaan dokumen pengadaan, karena UKPBJ dilarang
dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon
peserta tender/seleksi termasuk biaya penggandaan dokumen
pengadaan. ‘ v .

C. PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

1. Persiapan SWakglola‘ | v R |
a. Persiapéﬁ pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola meliputi
sasaran, penyelenggara swakelola, rencana keg;atan, Jfadwall

pelaksanaan, dan RAB o S _ :
b. Penetapan sasaran pekerjaan swakelola ditetapkan oleh

PA/KPA , o o .
c. Perlxetapan penyelenggara swakelola dilakukan sebagai berikut :
i) Tipe 1 Penyelenggara swakelola ditetapkan oleh PA/KPA;

Tipe 1 v | as ditetapkan oleh

"3 Tipe II Tim persiapan dan tim pengawas
2 PX)/ KPA,serta tim pelaksana dltetapkan oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pe}aksana

swakelola;



; 3) Tlpe III T1m persxapan dan tim pengawas dltetapkan oleh EER

P1mp1nan ormas pelaksana swakelola, atau -

4) “Tipe v Penyelenggara swakelola dltetapkan oleh plmplnanl -

, kelornpok masyarakat pelaksana swakelola _

‘Rencana kegiatan  ditetapkan  oleh | dengan L -
memperhltungkan tenaga ahli/peralatan /1 bahan tertentu yang PR
_d11aksanakan dengan kontrak tersendiri - : L

‘Tenaga ahh ‘hanya dapat d1gunakan dalam pelaksanaan o :
swakelola tipe I dan jumlah tenaga ahli tidak boleh melebihi = -

e 50% (llma puluh persen) dari Jumlah anggota tim pelaksana.

Hasﬂ per81apan Pengadaan Barang/Jasa me1a1u1 swakelolab ,
- sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dltuangkan dalam KAK

o Kegiatan/ subkeg1atan/ output.

'Rencana kegiatan yang diusulkan oleh kelompok Masyarakat -
dlevalua31 dan d1tetapkan oleh PPK. - o

2 B1aya Pengadaan |

b

B1aya Pengadaan Barang /Jasamelalul swakelola d1h1tung
berdasarkan komponen biaya pelaksanaan swakelola o
PA dapat mengusulkan standar blaya ‘masukan / keluaran' :

- Swakelola ' kepada menteri yang menyelenggarakan urusan '
pemenntahan d1b1dang keuangan negara atau Bupatl

3 Persmpan Pengadaan Barang /Jasa melah.u penyedxa oleh PPK:
S mehput1 keglatan ' e '

SR -
oL d

'vmenetapkan HPS ,
menetapkan rancangan kontrak ; , ,}
-_’menetapkan spesifikasi teknis /KAK dan /atau

'.:jv.'menetapkan uang muka, jaminan uang muka Jarmnan R
~ pelaksanaan, Jamman pemeliharaan, sertlﬁka81 garan81 dan/ o
atau penyesuaxan harga S o :

N .”‘4;‘{‘Penetapan HPS

. a.

"HPS d1h1tung secara keahhan dan menggunakan data yang_.f.f o

o dapat d1pertanggung]awabkan,

'HPS ‘telah memperhitungkan keuntungan dan blaya txdak' -
~ langsung (over head cost); o T

;‘N11a1 HPS bersu‘at terbuka dan tidak bers1fat raha31a, ! ,' L

Total HPS merupakan hasil perh1tungan HPS dltambah PaJak‘ o
Pertambahan Nilai (PPN) o ES

- HPS dlgunakan sebageu

e 1) alat untuk menilai kewajaran harga v 'pcnawafén :

o f’;‘2)’_’ ;'dasar untuk menetapkan harga batas tert1ngg1 penawaran .
©  yang sah dalam Pengadaan Barang /PekerjaanKonstrukm/

o _Jdanatau/ kewajaran harga satuan.

) “‘."_v-‘,Jasa Lainnya; dan

o 3) dasar - untuk : menetapkan besaran , n11a1 : Jamman I

 Pelaksanaan bagi penawaran yang mlamya leblh rendah" ‘

o _80% (delapan puluh persen) darx mlal HPS



f HPS tldak men_]adl dasar perhltungan keruglan negara, S R

g g Penyusunan HPS dlkecuahkan untuk. Pengadaan Barang/Jasa:ﬂ - o
-~ dengan . pagu . anggaran paling ‘banyak  Rp. 10.000.000,00 -
- (sepuluh Juta ruplah E—Purchasmg, dan Tender pekexjaan: S

_: tenntegras1 _ .
 h. Penetapan HPS pahng lama 28 (dua puluh delapan) han kerja
- sebelum batas akhir untuk: . »

: .1) pemasukan penawaran untuk permhhan dengan PaSCa“_."”' ,
kual1ﬁkas1, atau . _ _

o -2) pemasukan dokumen kuahﬁkam untuk pemlhhan dengan -

; - pra kuahﬁka31
5 Jems Kontrak

o a. Jenls kontrak Pengadaan Barang/ Pekcx'_]aan Kontruk31 / Jasa" R

Lamnya terchrl atas

1) Lumsum,- _
~ 2) Harga Satuan; R R T
~ 3) Gabungan Lumsum dan Harga Satuan R
 4) Terima Jadi (Tumkey)dan; e
5 ’_Kontrak Payung o |
b, Jems Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasu terd1r1 atas
‘H;’,.;l) Lumsum, | o ’ e
~2) Waktu Penugasan dan
-3) Kontrak Payung

o c : ;Kontrak Lumsum merupakan kontrak dengan ruang hngkup}w V: .
~ pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas - B

w waktu tertentu dengan ketentuan sebaga1 berlkut

1) semua risiko sepenuhnya; .

~ 2) berorientasi kepada keluaran; dan - - ' I
o 3) pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran
- .yang dlhasﬂkan sesuai dengan Kontrak ST ‘

d ,Kontrak " Harga Satuan merupakan kontrak
- ;PengadaanBarang/ Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan

- harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur
pekexjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesalan - ,,
- seluruh pekerjaan dalam batas Waktu yang telah dltetapkan L

v dengan ketentuan sebagai berlkut AP o
: 7 1) Volume “atau kuantitas pekexjaannya mas1h bersn‘at o
perklraan pada saat kontrak masih dltandatangam o
S 2) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas
realisasi volume pekerjaan; dan ’

B  3) Nilai akhir kontrak. dltetapkan svetelah seluruh pekerjaan . o

dlselesalkan ' S v , v
e Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan merupakan'

- Kontrak  Pengadaan Barang/PekerJaan - Konstruksi/Jasa R
- Lainnya gabungan ‘Lumsum dan Harga Satuan dalam satu o

’ pekerjaan yang dl.lanJlkan N



o

Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan x

Pekerjaan Rekonstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan
selesai dilaksanakan;dan

2) Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termm sesuai

- kesepakatan dalam kontrak. :

Kontrak Payung dapat berupa kontrak harga satuan dalarn
periode waktu tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat
ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat
kontrak ditandantangani.

Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan merupakan Kontrak
Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya
belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa
dipastikan. :

Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan

Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun

Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—undangan dapat berupa :

1) pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas)
 bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atauy;
2) pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila
‘dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu)
- Tahun Anggaran dan paling lama 3 (Uga) Tahun Anggaran.

6 Bentuk Kontrak

~a.

Bentuk kontrak terdiri atas:

1) bukti pembelian/pembayaran;
2) kuitansi; : '
3) Surat Perintah Kerja (SPK);

4) surat pexjanjian* dan

- §) surat pcsanan
Bukti pembelian/ pembayaran dxgunakan untuk Pengadaan v

Barang/Jasa lainnya dengan nilai paling - banyak
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - : '

Kuitansi  sebagaimana  digunakan untﬁk Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 10.000. 000,00
sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

SPK digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan
nilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di
atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
dan pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling
banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Surat perjanjian digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa
melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko daring.



7. Pemberian uang muka

a

‘uang muka dapat diberikan untuk per31apan pelaksanaan

pekerjaan

b. ‘uang muka dlbenkan dengan ketentuan sebaga1 benkut

1) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari n11a1 kontrak -
untuk usaha kecil; :

©2) paling tinggi 20% (dua puluhpersen) dan nilai kontrak ,

- untuk usaha non-kecil dan penyedla Jasa Konsultansi ; atau .

‘3) palmg tinggi 15% (lima belas persen] dari mlal kontrak

untuk kontrak tahun jamak

Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak

~ yang terdapat dalam dokumen Pemilihan.

8 Jamman Pengadaan barang /Jasa

a‘

o

Jaminan pengadaan barang /jasa terdiri atas:

1) Jaminan Penawaran ;

2) Jaminan Sanggah banding ;

~ 3) Jaminan Pelaksanaan;

_ 4) Jaminan Uang Muka; dan

5) Jaminan Pemeliharaan.

- Jaminan penawaran dan jaminan sanggah Bandmg hanyav
‘untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi;

J amman dapat berupa bank garansi atau surety bond

Bentuk jaminan bersifat :

1) tidak bersyarat ;

'2) mudah dicairkan ; dan
' 3) harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14

(empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan
dari pokja pemilihan/PKK/pihak yang diberi kuasa oleh
pokja pemilihan/PKK diterima. o

Pengadaan Jasa konsultansi tidak diperlukan jaminan
penawaran, jaminan sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan
dan Jaminan pemeliharaan;

~Jaminan dari Bank Umum, perusahaan jaminan, Perusahaan »

asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha
dibidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk

. mendorong ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua

jCI‘llS jaminan;

- Perusahaan penjaminan, perusahaan Asuransi, dan lembaga

keuangan khusus yang menjalankan usaha dibidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong

“ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan = peraturan
' perundang undangan dibidang lembaga pembiayaan ekspor

Indonesia adalah perusahaan penerbit jaminan yang memiliki

‘izin usaha dan pencatatan produk suretyship di otoritas Jasa

Keuangan



9. Jaminan Penavvaran

a. Jaminan  penawaran dlberlakukan untuk mla.l total HPS

~ Paling sedikit dlatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

rupiah);

. Jaminan penawaran besarnya antara 1% (satu persen) hmgga

3% (tiga persen) dari nilai total HPS;

. Untuk pekerjaan konstruksi terlntegraSI, jaminan penawaran
‘besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari

nilai Pagu Anggaran.

- 10. Jaminan Sanggah Banding

a. Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai

Pagu Anggaran

b. Untuk pekerjaan kontruksi tenntegram, Jaminan Sanggah .

Bandmg besarnya 1% (satu persen) dan nilai Pagu Anggaran

1 1. Jaminan Pelaksanaan

a.

-Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk kontrak pengadaah '
~ barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai paling

sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta ruplah),

Jaminan pelaksanaan tidak diperlukan, dalam hal :

1) Pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia sudah d1kuasa1
oleh pengguna;atau .

- 2) Pengadaan barang/jasa mela1u1 E- purchasmg

-Besarnya nilai jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :
"'1) Untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan

puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari
" nilai HPS , Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima perscn)
dari nilai kontrak atau

2) Untuk nilai penawaran terkoreksi dibaWah 80% (delapan

puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar
5% (lima persen) dari nilai total HPS. :

Besarnya nilai jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan

terintegrasi adalah sebagal berikut :

| 1) Untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen)

sampai dengan 100% (seratus persen)dari nilai Pagu
- Anggaran,Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (hma persen)
dari nilai kontrak; atau : :

-2) Untuk nilai penawaran dibawah 80% (delapan puluh

persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan
sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran. '

‘Jaminan pelaksanaan berlakusampai dengan serah terima
 pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lamnya atau serah terima

pertama Pekerjaan Kontruksi.

12. Jaminan Uang Muka v _
a. Jaminan uang muka dlserahkan pcnycdla kepada PPK semlau

uang muka;

b. Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat d1kurang1 secara

proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.



©13. Jaminan Pemeliharaan
- a Jaminan pemeliharaan  diberlakukan untuk pekerjaan
 konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa

pemeliharaan, dalam hal penyedia menerima uang retensi pada
- serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over);

b. Jaminan pemehharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari
- kerja setelah masa pemeliharaan selesai; v

‘¢. Besarnya nilai jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima persen)'
dari nilai kontrak. : .

- 14, Sertifikat Garansi

a. Sertifikat Garan31 diberikan terhadap kelaikan penggunaan
. barang hingga jangka waktu tertentu sesua1 ‘dengan ketentuan
- dalam kontrak;

b. Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau plhak yang
- ditunjuk secara sah oleh produsen.

15 Penyesuaian harga

a. Penyesuaian harga dilakukan dengan ketentuan sebagai

- berikut: ‘ : _

- 1) diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak dengan jenis
kontrak Harga Satuan atau konrak berdasarkan waktu
penugasan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang
telah tercantum dalam dokumen pemilihan dan/atau

- perubahan dokumen pemilihan;dan ‘

- 2) tata cara perhitungan penyesuaian harga harus

. dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak.

b. Persyaratan dan tata cara perhltungan penyesualan harga
 terdiri atas: :

1) Penyesuaian harga diberlakukan pada kontrak Tahun
" Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan
belas) bulan;
2) Penyesuaian harga diberlakukan dimulai bulan ke—13 (tlga
~ belas) sejak pelaksanaan pekerjaan; -

3) Penyesuaian harga satuan berlaku bagl seluruh
kegiatan/mata pembayaran, kecuali =~ komponen
keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost),dan harga
satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;

4) Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan
~ jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak;

5) Penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang
- berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesualan
harga dari negara asal barang tersebut;
-~ 6) Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagal
- akibat adanya- adendum kontrak dapat diberikan
penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) se;ak
adendum kontrak tersebut dltandatangam dan



7) Indeks harga yang dlgunakan dalam hal pelaksanaan
kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan penyedia
‘adalah indeks terendah antara Jadwa.l kontrak dan real1sa31
peker_;aan . v .

- 16. Metode Pemilihan Penyedia

‘a. Metode pemilihan penyedia Barang/ Pekerjaan / Konstruk31
/Jasa lainnya terdiri atas : , .

1) E-purchasing;

 2) Pengadaan Langsung;
3) Penunjukan Langsung;
4) Tender cepat;dan

S) Tender. . ‘ |

' b. E-purchasing  dilaksanakan untuk barang
/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum
dalam katalog elektronik; N

¢. Pengadaan langsung dllaksanakan ’ untuk'

barang/pekerjaankonstruksi/j jasa lainnya yang bernilai paling
banyak Rp 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah);

d. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang/ pekerjaan
~ konstruksi / jasa Iamnya dalam keadaan tertentu; :

“e. Kriteria barang/pekerjaan konstruk&u/ jasa lamnya untuk
keadaan tertentu meliputi:

1) Penyelengaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk
menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh
Presiden/Wakil Presiden;

2) Barang/jasa yang bersifat rahasia untuk 'kepentingan
‘Negara meliputi intelijen,perlindungan saksi, pengamanan
- Presiden dan Wakil, mantan Presiden dan mantan Wakil
‘Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat
- kepala negara/kepala pemerintah, atau barang/jasa lain
- bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan;

3) Pekerjaan kontruksi bangunan yang merupakan satu
kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung
jawab - atas restko kegagalan bangunan yang secara
keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan
sebelumnya;

4) Barang/ pekerjaan konstruksi/j jasa lainnya yang hanya
dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;

5) Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi
- benih padi,jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi
Urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin
ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat

- untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;

6) Peckerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum
dilingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan
rendah  yang dllaksanakan oleh pengembang yang
bersangkutan; - -



‘} “7) Barang/peker_]aan konstruksi/jasa lamnya yang spesifik

dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak

patenatau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang
hak paten,atau p1hak yang menjadi pemegang tender untuk
- mendapatkan izin dari pemerintah;atau E

- 8) Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah
~dilakukan Tender Ulang mengalami kegagalan.

f. Tender cepat_dllaksanakan dalam hal : -
-1) Spesifikasi dvan volume pekerjaannya sudah dapat
ditentukan secara rinci;dan - .

~ 2) Pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi
kinerja penyedia.

g. Tender sebagaimana dimaksud pada huruf a  angka 5)
dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode
pemlhhan penyedia sebagimana dimaksud pada huruf a angka
- 1) sampai dengan angka 4). '

17. Metode Evalua31 Penawaran

a. Metode evaluasi penawaran penyedla barang/ peker;]aan
' konstruk31 /jasa lainnya dllakukan dengan ‘

1) Sistem nilai;
'2) Penilaian biaya selama umur ekonomis;atau
3) Harga terendah.

b. Metode evaluasi sistem ini digunakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa " lainnya yang
memperhitungkan penilaian teknis dan harga;

¢. Metode Evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/ jasa

lainnya yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga,

biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam
jangka waktu operasi tertentu; '
d. Metode Evaluasi Harga Terendah digunakan untuk pengadaan
barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dalam hal harga
menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang
memenuhi persyaratan teknis. »

18. Metodé Pényan'ipaiaﬁ Dokumen Penawarah ”

a. Metode penyampaian dokumen penawaran dalam pemilihan
penyedia Barang/ peker_]aan konstruksi/jasa lamnya dilakukan
dengan:

1) 1 (satu)file;
2) 2 (dua) file;atau -
3) 2 (dua) tahap _ . .
b. Metode satu file digunakan untuk pengadaan barang/ pekerjaan

konstruksi/jasa lalnnya yang menggunakan metode cvaluam v
harga terendah;



C.

Metode dua file menggunakan pengadaan Barang/pekerjaan

- konstruksi/jasa lainnya yang memerlukan pemlalan tekms
- terlebih dahulu; - ' :

Metode dua tahap dlgunakan untuk Pengadaan

‘Barang/pekerjaan kontruksi/jasa La1nnya yang memiliki

karakteristik sebagai berikut :
1) Spesifikasi teknisnya belum bisa dltentukan dengan pasti;

- 2) Mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan

desain penerapan teknologi yang berbeda; -

3) Dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis berdasarkan
klarifikasi penawaran teknis yang diajukan;dan/atau

4) Membutuhkan penyetaraan teknis.

19, Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi

a.

Metode permhhan penyedia jasa konsultanm terdlrl atas

1) Seleksi;

2) Pengadaan langsung;dan

3) Penunjukan langsung. . - : >
Seleksi dilaksanakan untuk jasa ‘konsultansi bernilai pahng
sedikit diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); ,
Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi
yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100. 000 000,00

~ (seratus juta rupiah);
'Penunjukan Langsung dilaksanakan dalam keadaan tertentu,

Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu meliputi:

1) Jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)

pelaku usaha yang mampu;

: 2) Jasa Konsultansi yang hanya dllakukan oleh 1 (satu)

pemegang hak 01pta yang telah terdaftar atau pihak yang
telah mendapat izin pemegang hak cipta; :

~ 8) Jasa Konsultansi dibidang hukum meliputi konsultansi

f.

hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak
direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan
dan/atau pembelaannya harus segera dan tldak dapat'
ditunda;atau

- 4) Permintaan berulang (repeat order) untuk penyedla Jasa

konsultansi yang sama.

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk penyedla
. jasa konsultansi,diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

20. Metode evaluasi penawaran penyedia jasa konsultan51 |

a

Metode evaluasi penawaran penyedla Jasa konsultan31

~ dilakukan dengan :

1) Kualitas dan Biaya;

2 Kualitas; | , .
 3) Pagu Anggaran atau

4) Biaya Terendah.

. Metode evaluasi kualitas dan biaya dlgunakan untuk pekegaan

yang ruang lingkup pekerjaan,jenis tenaga ahli,dan waktu
penyelcsalan pekerjaan dapat dluralkan dengan pastl dalam
KAK; ‘



o2l

‘fa.‘
S ,,usaha, dan penumbuhan pcrsyaratan sebagal penyedta
B ’.prakuahﬁkasg o . v SR RO
. Pascakualifikasi d11akukan pada pelaksanaan pemlhhan e o
sebaga1 berlkut ’ : : - Co

T a.’

C

Metode cvaluas1 kuahtas dlgunakan untuk pekerjaan yang.‘?'-*"
‘- ruang llngkup peker]aan,Jems tenaga ahli, dan - waktu
penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti’ . .
. dalam KAK atau untuk pekexjaan penyedla Jasa konsultansr R
perorangan, T . v ’

. Metode evaluam pagu anggaran hanya dlgunakan untuk ruang o
. hngkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan
. pasti dalam KAK- dan penawaran tldak boleh meleblhl pagu -
~anggaran .

. Metode evaluasi biaya terendah hanya dlgunakan untuk“
- pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktlk dan standar f
» pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan Lo L

Metode Penyampalan - Dokumen Penawaran pada permhhanv'j:
penyedla Jasa konsultan31 St . ,

_, Metode penyampalan dokumen penawaran pada pemlhhan S
- penyedia jasa konsultansi melalui pengadaan Iangsung dan
y;penunjukan langsung menggunakan metode satu file; -

Metode penyampalan dokumen penawaran pada pémlhhan o
v.fpenyedla Jasa konsultan81 melalulv selg:l;s1 menggunakan s

\Kuahﬁkas1 o S

Kualifikasi - mcrupakan cvalua31 kompétei‘im, kemampuan -

Kuahﬁka& dﬁakukan dengan v pascakuahﬁkam ét'auf,'"l

‘»1} “Tender | Pengadaan bara.ng/ pekerjéan kOriSti‘uksi/ ja{sai~ |
. Iamnya untuk pengadaan yang ber51fat tldak kompleks atau R
"2) SelekSI _]asa konsultans1 perorangan.

Kuallﬁkas1 pada pascakuahﬁkam sebagalmana dlmaksud pada :
- huruf ¢ dilakukan bersama dengan pelaksanaan evaluasi -
penawaran dengan menggunakan metode 31stem gugur AT
.;};PrakuahfikaSI dllaksanakan pada pelaksanaan permhhan
;",“sebagal benkut Lol . . : _

: .1) Tender pengandaan Barang/ pekerjaan konstruksu_lasa"_ o

Lalnnya untuk pengadaan yang | bersifat kompleks

‘_:2) Selek81 Jasa KonsultanSI Badan Usaha dan o

o  3) Penun_]ukan ’ Langsung pengadaan Barang/ Peker_]aan .

konstruk31/ jasa konsultanm badan usaha/ jasa konsultans;f o B

perorangan /jasa lamnya 2

”’-Kuahﬁkas1 pada prakual1ﬁka31 sebagmmana d1maksud pada' o
* huruf e dilakukan. sebelum pernasukan penawaran dengan o
'menggunakan metode N I R R

1) Slstern . gugur o untuk penyedIa a Barang/pcke_rjaan:_'v:”‘

S kontruk31/ Jasa Lalnnya,atau




2} Sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penycdla
~ jasa konsultan31 : v ,

' gQ»' Hasil prakuahﬁkas1 menghasilkan:

1) Daftar peserta Tender Pengadaan Barang/ pekerjaan
konstruksi/jasa Lainnya;atau .

-2) Daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansx

h. Dalam hal pelaku usaha telah terkualifikasi dalairi sistem -

~informasi kinerja penyedia, tidak diperlukan pembuktian
- kualifikasi;

i. Pokja pemlhhan dilarang menambah persyaratan kuahﬁkam
yang diskriminatif dan tidak objektif;

e Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks sebagalmana
 dimaksud pada huruf e angka 1) adalah Pengadaan

. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnya yang mempunyai

~ risiko  tinggi,memerlukan teknologi tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan

~ secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan
' tujuan pengadaan Barang/Jasa. |

23. Jadwal pemilihan untuk setiap tahap ditetapkan berdasarkan
- alokasi waktu yang cukup bagi pokja pemilihan dan peserta
pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan -

24. Dokumen pemilihan terdiri atas:

a. - Dokumen Kuahfikam dan :
b. Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung Pengadaan
Langsung _ ,

D PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
- 1 Pelaksanaan Swakelola _ : v

a. Pelaksanaan swakelola tipe I dllakukan dengan ketentuan'
- sebagai berikut : o |
1) PA/KPA dapat menggunakan ‘pegawai
- Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah Iam dan/atau
tenaga ahli;

2) Penggunaan tenaga ahli tldak boleh melebihi 50% (lima
' puluh persen) dari Jumlah tim pelaksana;dan

3) Dalam hal dibutuhkan pengadaan Barang/Jasa rnelalul |
' penyedia, d11aksanakan sesua1 ketentuan dalam Peraturan
Bupatiini. - : : :

- b. Pelaksanaan swakelola tipe I d11akukan dengan ketentuan
' v-__sebagal berlkut v '

'}1) PA/KPA melakukan kesepakatan kerja ‘sama dengan
Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain pelaksanaan
swakelola;dan : . .

2) PPK menandatangam kontrak dengan Ketua T1m Pelaksana

~ Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama

, sebagalmana dimaksud pada angka 1). ‘

c. Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak
- PPK dengan plmpman ormas, :



- d. Pelaksanaan swakelola t1pe IV dilakukan bcrdasarkan kontrak

c.

PPK dengan pimpinan kelompok Masyarakat;

Untuk pelaksanaan swakelola tipe II, tipe III dan txpe IV, nilai
pekerjaan yang tercantum dalam Kkontrak sudah termasuk
kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.

2. Pembayaran Swakelola:

" Pembayaran swakelola dilakukan sesuai dengah ‘ketentuan
~ peraturan perundang-undangan '

3. Pengawasan dan Pertanggungjawaban swakelola“

Cooa.

- b.
-+ PPK dengan berita acara serah terima;

- Tim pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan swakélola

dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan swakelola kepada

Pelaksanaan swakelola diawasi oleh T1m Pengawas secara
berkala

E. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA '
1. Pelaksanaan pemlhhan penyedia

a.

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/ Seleksi mehputl

1) Pelaksanaan kualifikasi;

2) - Pengumuman dan/atau undangan; v

3) Pendaftaran dan pengembalian dokumen pen‘nhhan
4) Pemberian penjelasan;

- §) Penyampaian dokumen penawaran,

6) Evaluasi dokumen penawaran;

7) Penetapan dan pengumuman pemenang,dan

8) Sanggah. _ : .
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) untuk
pelaksanaan pemilihan pekcrjaan konstruksi chtambahkan
tahapan sanggah banding; .

Pelaksanaan pemlhhan sebagaimana dimaksud pada angka (1)

untuk seleksi jasa konsultansi dilakukan Klarifikasi dan
negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa

sanggah selesai; . -
Pelaksanaan pemilihan melalui 'I‘ender cepat dengan ketentuan
sebagat berikut: .

1) Peserta telah terkuahﬁka& dalam sistem 1nformas1 kmexja

penyedia;
2) Peserta hanya memasukan penawaran harga

- 3) Evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aphka51 dan

4) Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran
terendah. , .
Pelaksanaan E- purchasmg Wapb dilakukan untuk barang/ Jasa

yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau
strategis yang dltetapkan oleh Menten, chala Lembaga atau

Bupati;



S Pelaksanaan  penunjukan l&mgsung dilakukan dengan :3 o
- mengundang 1(satu) pelaku usaha yang d1p111h dcngan dlsertal SR
ncg031a31 teknis maupun harga; . o o

. Pelaksanaan pcngadaan langsung dllakukan sebaga1 berlkut

1) Pembehan/pembayaran 1angsung kepada penyedia etk

pengadaan barang/ jasa lainnya yang menggunakan buktl o
’ pembellan atau kuitansi; atau S N

2) - Permlntaan penawaran yang dlSCI’tal dengan klanﬁkam
 serta negosiasi teknis dan harga kepada pelaku usaha’

~ untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK.

: 1) Penetapan Pagu Anggaran K/L; atau . . | W |
2) Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesua1 dehg"’}“nﬂu”,j_"

ketentuan peraturan perundang—undangan

Pelaksanaan pemlhhan sebagaimana dlmaksud pada huruﬁ - RS
~dilakukan setelah RUP d1umumkan terleblh dahulu melalm o
aphka81 SIRUP; |

. 'Penawaran harga dapat dllakukan dengan metodc pcnawaran

G harga secara berulang (E-reverse Auctzon)

2. Tender/ Selek51 Gagal

f““i,-2) Jumlah peserta yang lulus prakuahﬁkaSI kurang dan 3 E

Prakuahﬁkam gagal dalam hal:

1) Setelah pembenan waktu perpan_]angan tldak ada peserta" i

- yang menyampa1kan dokumen lmahﬁkaSI,atau

~ (tiga) peserta. o

‘Tender/ seleks1 gagal dalam hal:

1) Terdapat kesalahan dalam proses evaluas1 _ S
2) Tidak ada peserta yang menyampa1kan dokumcn o
. penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, IR
' 3) Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; ’ R
- 4) Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tldak '

~ sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;

~ 5) Seluruh peserta terlibat korupSI, kolus1 dan nepotlsme o .

- (KKN);

6) Seluruh peserta terlibat persamgan usaha t1dak sehat s
_' ,7): Seluruh penawaran harga Tender /Pengadaanv Barang/ S

_ pekerjaan kontruksi/jasa Lalnnya diatas HPS;

. 8) }v'_'Neg031a81 biaya pada seleksi tidak tercapa.t dan / atau '
9)} KKN melibatkan pokJa permhhan/ PPK. e
Prakualifikasi gagal dan Tcndcr/ Selek51 gagal dmyatakan oleh L

'pokja pemilihan; s
Tender/ seleksi gagal sebaga1mana d1maksud pada huruf b" B
. angka 9 dmyatakan oleh PA/ KPA R -

Pemlhhan dapat segera dllaksanakan setelah RUP d1umumkan e

. Untuk barang/ jasa yang kontraknya ‘harus dltandatangam
' "vpada awal tahun, permhhan dapat dllaksanakan setelah .




€. deak lanjut dan prakuahﬁka31 gagal Pokja Permhhan segera
| ‘melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan :

1) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang Iulus 2
(dua) peserta, proses tender/seleksi dilanjutkan;atau

2) Setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1

(satu) peserta, dilanjutkan ‘dengan proses penun_]ukan "
langsung.

f. Tindak lanjut dari Tender/ Seleksi gagal Pokja Pem111han
. segera melakukan: v

1) evaluasi penawaran ulang;

2) penyampaian penawaran ulang; atau ’

3) Tender/Seleksi ulang. o

g. Evaluasi penawaran ulang dilakukan dalam hal ditemukan
kesalahan evaluasi penawaran; -

“h. Penyampaian penawaran ulang dllakukan untuk Tender/ >.
seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4
dan angka 8; . .

i. Tender/ Seleksi ulang sebagaimana dlmaksud pada huruf f
angka 3), dilakukan untuk Tender/ Seleksi gagal sebagaimana
dimaksud pada huruf b angka 2), angka S)angka S},angka
6},angka 7} dan angka 9).

~J. Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Permhhan dengan -
 persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung
dengan kriteria: '
1) kebutuhan tidak dapat ditunda; dan ‘
2) tidak cukup Waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi.

3. ,' Pelaksanaan Kontrak

~ a. Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:
' 1) Penetapan Surat Penunjukan Penyedla  Barang/Jasa
- (SPPBJ);
2) Penandatanganan Kontrak;
- 3) Pemberian uang muka;
4) Pembayaran prestasi pekerjaan;
5) Perubahan Kontrak;
' 6) Penyesuaian harga;
7) Penghentian Kontrak atau Berakhlrnya Kontrak
- 8) Pemutusan Kontrak; . -
9) Serah Terima Hasil Pekeljaan dan/ atau
- 10) Penanganan Keadaan Kahar. o -
'b. PPK  dilarang mengadakan ~ikatan  perjanjian = atau
" menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum

“tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran
‘belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas
- anggaran belanja yang tersedla untuk kegiatan yang d1b1aya1

APBN/APBD



4 Pembayaran Presta31 Peker:]aan

-:‘ff;a:':" Pembayaran presta31 pekerjaan dlbenkan kepada Penye dla"," )

.- setelah dlkurangl angsuran pengembahan uang muka reten31 » o

- dan denda. -

; o b.»___Reten51 sebesar 5% (11rna persen) dlgunakan sebaga1 Jamman-
- Pemeliharaan Pekerjaan Konstruk&u -atau. Jamman

 Pemeliharaan. _Jasa Lainnya ‘yang - mernbutuhkan ‘masa

pemehharaan

e Dalam hal Penyedla menyerahkan sebaglan pekerjaan kepada
subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti
.. pembayaran kepada subkontraktor sesua1 dengan reahsasr
Co T f‘:pekerjaannya ' D : :
- d. Pembayaran prestaSI pekcrjaan dapat dlberlkan dalam bentuk
1) pcmbayaran bulanan; B "

 5 .2) pembayaran berdasarkan tahapan penyelesalan pekerjaan / o

3 pembayaran ‘secara sekahgus | setelah penyelesalan o
ST peker_]aan . ' v o
e Pembayaran dapat dllakukan sebelum presta31 pekerjaan o

- untuk Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dilakukan

- pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/ jasa _diterima,

-~ setelah Penyedla menyampalkan Jamman atas pembayaran_ -

-+ yangakan dilakukan. . L
 f. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/ atau bahan o

B ".-’:',._yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan - o

f“ - yang bcrada di lokasx pekexjaan dan telah dlcantumkan dalam o

e 'Ketentuan mengenal pembayaran sebelum presta31 pekerjaan

R ‘dilakukan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-
' _undangan . i _

5 Perubahan Kontrak

- . a Dalam hal terdapat perbedaan antara konchsl lapangan pada R

. saat - pelaksanaan dengan gambar dan/ atau spesifikasi -

v f teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK - : v
" bersama Penyedla dapat melakukan perubahan kontrak yang .

o ,[“»'mehputl _ . |
1) menambah atau mengurangl volume yang tercantum dalam- el
- Kontrak; : . o

o) ‘menambah dan/ atau mengurang1 _]ems keglatan, S
2 :'J:"'S) mengubah spesifikasi tekms ‘sesuai dengan kondls1_

- lapangan; dan/ atau . - : e e
S ?‘ 4) mengubah jadwal pelaksanaan | -
b, Dalam hal perubahan kontrak mcngak1batkan penambahan;
' nilai kontrak, perubahan kontrak = dilaksanakan dengan -

~ ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10%

o L Cawal.
B 6 Keadaan Kahar

(sepuluh persen) dar1 harga yang tercantum dalam Kontrak_ o

" a Dalam hal texjadl keadaan kahar pelaksanaan Kontrak dapatv"‘ Lo

dlhentlkan




b Dalam hal pelaksana dan Kontrak d11anJutkan para plhak l

dapat melakukan perubahan kontrak.

o c." Perpanjangan waktu untuk penyelesalan Kontrak d1sebabkan . |

- keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran

d ‘Tindak Ian_]ut setelah terjadinya keadaan kahar dlatur dalam o
Kontrak : _ B , o .

7 Penyelesalan Kontrak

a “Dalam hal Penyedla gagal menyelesa1kan pekerjaan sampal"

~ masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai - .‘ '

o ‘bahwa Penyedia mampu menyelesalkan ‘pekerjaan, PPK
~ memberikan kesempatan Penyedla untuk menyelesalkan =
’ ’.;.,-:-peker_]aan . : v R :

. b Pemberian kesempatan kepada Penyedla untuk menyelesalkan B
. 'pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya - =

R mengatur waktu penyelesalan pekerjaan, pengenaan sanksi

- denda : keterlambatan kepada Penyedla, dan perpanjangan - -

.~ “Jaminan Pelaksanaan.

- :f‘ Pekeljaan dap&lt melarnan.I Tahun Anggaran

‘, 8. Serah ’I‘enma Hasil Peker_;aan

| ”.“?;Pembenan kesempatan kepada Penyedla untuk menyelesalkan o

a Setelah peker_]aan selesai 100% (seratus persen) Sesual dengan o

- ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia menga_]ukan

_ permintaan - secara tertuhs kepada PPK untuk serah terlma o

o - barang/Jasa | . B

o b PPK melakukan pemerlksaan terhadap barang/ Jasa yang .
o dlserahkan a o
c PPK dan Penyedla menandatangam Ber1ta Acara Serah ’I‘enma

9 Penyerahan Barang dan Jasa |
‘a PPK menyerahkan barang/ ]asa kepada PA / KPA

b. PA '/ KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan

o pemerlksaan admlmstratlf terhadap barang/ _]asa yang akan o
- diserahterimakan. .
o c 1Ha511 pemenksaan d1tuangkan dalam Benta Acara

F PENGADAAN KHUSUS

1. Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaa“.f R

~ Darurat .= ‘e _ ;
o a Penanganan keadaan ) darurat o dllakukan Ll].’ltUk -
,keselamatan/ perlmdungan masyarakat atau warga negara .
" Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri
- .*yang pelaksanaannya tldak dapat dltunda dan harus d1Iakukan’ o
b, Keadaan darurat me11put1 o o _‘
Ll 1) bencana alam,» bencana non—alam dan/ atau bencana_ :
.~ . sosial; . S S :
T 2) pelaksa.naan operas1 pencarlan dan pertolongan



- 3) kerusakan sarana/prasarana ‘yang dapat 'rriehgganggu

kegiatan pelayanan publik;

4) bencana alam, bencana non- a_lam bencana sosial, -
perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri,
dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang .
memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan
ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau

S) pemberian bantuan kemanusman kepada negara lain yang .

terkena bencana.

Penetapan keadaan darurat dilakukah ‘sesuai | dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan :

Keadaan darurat meliputi siaga darurat tanggap darurat dan '_ |

- transisi darurat ke pemulihan.

Untuk penanganan keadaan darurat, PPK menun_]uk Penyedla ’

terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa

sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan

- memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pcngadaan

a.

Barang/Jasa sejenis.
Penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan

penggunaan Konstruksi permanen, dalam hal penyerahan

pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan

A darurat.

“Penanganan keadaan darurat ‘yang hanya bisa dlata31 dengan
konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati
' masa keadaan darurat.

.- Penelitian

Penelitian dilakukan oleh:
1) PA/ KPA pada Kementenan/ Lembaga/Perangkat Daerah
- sebagai penyelenggara pene11t1an, dan v

‘2) pelaksana penelitian.

Penyelenggara penelitian memiliki kewenangan:

1) menetapkan rencana strategis penelitian yang mengacu ;
‘pada arah pengembangan penelitian nasional; - .

” 2) menetapkan program penelitian tahunan yang mengacu

pada rencana strategis . penelitian dan/ atau ~untuk |
mendukung perumusan dan penyusunan kebuakan‘
pembangunan nasional; dan . -

3) melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penehnan
Pelaksana penelitian meliputi: » :

1) Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur
Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara;

2) Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah;
3) Perguruan Tinggi;

, 4) ‘Ormas; dan/atau
' 5) Badan Usaha.

Pelaksana penehtla_n dltetapkan berdasarkan hasil kompetls1

atau penugasan.
Kompetlsx dilaksanakan melalm seleks1 proposal penelitian.



'Penugasan dltetapkan oleh len o : SN
penyelen ara n 1 e
- penelitian yang bersifat khusus. gg pe e 1t1an untuk .

Penelitian’ dapat menggunakan anggaran belan_]a dan / atau

. fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau Ieblh dan 1 (satu)

penyelenggara penehtlan

. Penelitian dapat dllakukan dengan kontrak penehtzan selama 1

- (satu) Tahun Anggaran atau melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.’

. Pembayaran pelaksanaan penehuan dapat dilakukan secara'” |
bertahap atau sekahgus sesuai dengan kontrak penehtlan

Pembayaran dilakukan berdasarkan produk keluaran sesua1 1 -
ketentuan dalam kontrak penelitian. . :

Ketentuan Ieb1h lan_]ut mengenau penehnan dlatur dengan

peraturan = menteri yang - menyelenggarakan urusan o
pemenntahan d1 b1dang r1set teknologl, dan pendldlkan tmgg1 R

G. USAHA KECIL PRODUK DALAM NEGERI DANv fP}ENGADAAN ‘
BERKELANJUTAN O
1. Peran Serta Usaha Kecﬂ

a

" kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja samalainnya, jika -
- ada usaha kecil yang mem111k1 kemampuan di bldang yang-
;bersangkutan " o e

. Usaha kecﬂ terdiri atas Usaha Mlkro dan Usaha Kecﬂ
b.

Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran. o
serta usaha kecil. o

Pemaketan dilakukan dengan - menetapkan sebanyak- e .
‘banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip =~ =
- efisiensi, persaingan usaha yang sehat kesatuan 31stem, dan REAEEES

kualitas kemampuan teknis.

Nilai paket Pengadaan -Barang/ Pekerjaan Konstruk31/Jasa L

- Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta ruplah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha

kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang ‘menuntut

‘ }kemarnpuan tekms yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil.:

" LKPP dan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah- Daerah;g S
b memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan T
- barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik.

'Penyedla usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat ’

melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk

a2 Penggunaan Produk Dalam Negeri T |
' a Kementertan/ Lembaga/ Perangkat Daerah Wa_]lb rnenggunakan -

~produk ' dalam  negeri, termasuk rancang bangun dan )
’,perckayasaan nasional. o :

Kewajiban penggunaan produk dalamnegen dliakukan jlka e

- terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai A
' Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot o

~ Manfaat Perusahaan (BMP) pahng rendah 40% (empat puluh,. o

- persen). : o

. ’.Perhltungan TKDN dan BMP sebagalrnana dnnaksud pada ayat
-(2) dilakukan- sesual dengan ketentuan peraturan perundang—

tundangan R



d Ketentuan sebagalmana dimaksud pada huruf (b) dan huruf (c)

dicantumkan dalam RUP, spesifikasi tekms/ KAK, dan
Dokumen Pemilihan.

Pengadaan barang impor dapat dllakukan, dalam hal:

1) Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
atau

‘ 2) Volume produksx dalam negeri tidak mampu memenuh1 '

kebutuhan.

LKPP dan/ atau Kementerian/ Lembaga/ Pemermtah Daerah
memperbanyak pencantuman produk dalam -negeri dalam
katalog elektronik.

3. Preferensi Harga

a.

Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri
pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat
diterima.

Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa
yang bernilai paling sed1k1t dlatas Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).

Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki

TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Preferensi harga untuk barang/jasa paling tmggl‘ 25% (dua
puluh lima persen).

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruk31 yang dlkegakan
oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima
persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha
asing.

Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga
penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan
‘teknis. - .

Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Has11
Evaluasi Akhir (HEA). :

HEA dihitung dengan rumus HEA = (1 - KP) x HP dengan

'KP = TKDN x preferensi tertinggi

KP adalah Koefisien Preferensi .

HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi antmatlk

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA
terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar
ditetapkan scbaga1 pemenang. -

4. Pengadaan Berkelan_]utan

‘a.

b.

Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan dengan memperhankan

aspek berkelanjutan.

Aspek berkelanjutan sebagalmana dlmaksud pada huruf a

terdiri atas: :

1) aspek ekonomi mchputl blaya produk51 barang/ jasa
sepanjang usia barang/jasa tersebut; -

2) aspek sosial meliputi pemberdayaan usaha kecﬂ jaminan

kondisi kerja yang adil, pemberdayaan komunitas/usaha
~ lokal, kesetaraan, dan keberagaman; dan.



| 3) aspek llngkungan hidup meliputi pengurangan dampak

negatif terhadap kesehatan, kualitas udara, kualitas tanah,
kualitas air, dan menggunakan sumber daya alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Pengadaan Berkelanjutan dilaksanakan oleh:

1) PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan
Pengadaan Barang/Jasa; . .

2) PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan
 rancangan kontrak dalam Pengadaan Barang/ Jasa; dan

3) Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan
- dalam ‘menyusun Dokumen Pemilihan.

H. PENGADAAN BARANG / JASA SECARA ELEKTRONIK
1. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

'.:a

b

PenyelenggaraanPengadaan Barang/Jasa dtlakukan secara
elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas
Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem
pendukung. :

LKPP rnengembangkan SPSE dan sistem pendukung

2. E-marketplace

 b.

Pengadaan Barang /Jasa secara .._elektronik dengan
memanfaatkan E-marketplace. - B
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa = menyediakan
infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia
berupa:

1) Katalog Elektronik;

2) Toko Daring; dan

3) Pemilihan Penyedia.

.LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan

membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan
E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace

Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan
UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

. Dalam rangka pengembangan E-marketplace, LKPP menyusun

dan menetapkan peta jalan pcngembangan E-marketplace
Pengadaan Barang/ Jasa.

3 Ruang lingkup SPSE

"a

Ruang lingkup SPSE terdiri atas:
1) Perencanaan Pengadaan;

2) Persiapan Pengadaan;

3) Pemilihan Penyedia;

~ 4) Pelaksanaan Kontrak;

5) Serah Terima Pekerjaan;
6) Pengelolaan Penyedia; dan
7) Katalog Elektronik.



b SPSE mem111k1 | 1nterkonek31 dengan 31stem mformasx" ST
- perencanaan penganggaran pembayaran, manajemen aset

- dan sistem informasi lain yang terkalt dengan SPSE ' o
sttem pendukung SPSE meliputi: - T

1) Portal Pengadaan Nasional; -

2) Pengelolaan - Sumber Day;i" | ‘Mélnlrivsi?l,, Péﬂgadéafl

-Barang/J asa;

- 3) : Pengelolaan advoka51 dan i)enj? eiesaian' permasalahéh -

hukum, o

: }4) Pengelolaan peran serta masyarakat
o 5) ’”'»,Pengelolaan sumber daya pembelajaran, dan
6) ;"‘vMomtormg dan Evaluasi.

4 Katalog elektronlk

A,

. b

t:Katalog elektromk dapat berupa katalog elektromk naswna] : . " },
- katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. | o

,Katalog elektronik sebagaimana d1maksud pada huruf a) B
memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, L

et TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau,

' negara asal, harga Penyedla dan mformam Ialnnya terkalt'f o
- barang/jasa. o R

: :Pemlllhan produk yang dlcantumkan dalam katalog elektromk ) o

: .dllaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Pemerlntah Daerahv. S
- atau LKPP. o RN

. _Petmhhan produk katalog elektromk dllakukan dengan metode R
' 1) Tender; atau . A BRI

2) ‘Negosiasi. | - |
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektromk_,' o

o B d1atur dengan Peraturan Kepala Lembaga o

5 Layanan Pengadaan Secara Elektromk

a

Kementerlan/ Lcmbaga/ Pemerintah Daerah mcnyclcnggarakan o

e :»fungs1 layanan 'pengadaan secara elektronik.

1) pengelolaan  seluruh  sistem mformaSI : Pengadaan‘ L

Fungm layanan pengadaan secara elektronik mehpuu

Barang/Jasa dan infrastrukturnya;

2) ‘pelaksanaan ‘registrasi dan verifikasi pengguna Seluwhv;_f »:7 .

“sistem informasi Pengadaan Barang/ Jasa, dan

 _3) pengembangan  sistem informasi yang d1butuhkan oleh -
- . pemangku kepentingan. . B

LKPP menetapkan standar layanan kapa31tas, dan keamanan" A

1nforma51 SPSE dan sistem pendukung. P

" VLKPP - melakukan ‘pembinaan dan pengawasan layanan ’

e pengadaan secara elektronik.

- Ketentuan lebih lanjut ‘mengenai fung31 layanan pengadaan: o
; .”secara elektromk dlatur dengan Peraturan Kepala Lembaga S



. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN

1. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa
a. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

1) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
 2) Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/
~ Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepohs1an Negara Repubhk
Indonesia; dan/atau

3} personel selain yang dimaksud pada angka 1) dan angka 2).

b. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebagalmana
dimaksud pada huruf a angka 2) dan angka 3) mem1hk1
kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

c. Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa sebaga.lmana
dimaksud pada huruf a) berkedudukan di UKPBJ.

d. Atas dasar pertxmbangan besaran beban pekerjaan ,'atau
rentang kendali organisasi, Sumber Daya Manusia Pengadaan

~ Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang
- bertindak sebagai PPK, Pejabat Pengadaan, PJPHP/ PPHP dapat
}berkedudukan di luar UKPBJ.

2. Kelembagaan Pengadaan Barang / J asa

a. Menteri/ kepala lembaga/ Bupati membentuk UKPBJ memiliki ‘
tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa
pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

b. Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ, UKPBJ memlhkl' .‘
fungsi:
1) pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2) pengelolaan layanan pengadaan secara elektromk
-3) pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pengadaan Barang/Jasa; ,
4) pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau
- bimbingan teknis; dan

'5) pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan oleh menten/ kepala
~ lembaga/Bupati.

c. UKPBJ berbentuk struktural dan dltetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan Secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada huruf bangka 2), dapat
dllaksanakan oleh unit kerja terplsah

J PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1 Pcngendahan

~a. Dalam rangka pembmaan di lapangan, Pengguna Anggaran,
Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK bertanggung Jawab
terhadap kelancaran dan hasil kegiatan. -

b. Pejabat Pembuat Komitmen dan PPTK mengadakan bimbingan
terhadap kelancaran kegiatan baik admlmstrasx maupun segi
" teknis.




c Monltormg dan evalua51 pelaksanaan keglatan dlsesualkan' o

dengan jadwal keglatan yang telah dltentukan

d. Jika terdapat hambatan dalarn pelaksanaan keglatan maka

.. Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, PPTK dalam

" menyampaikan laporan bulanan harus menguralkan masalah- )

- masalah yang t1mbu1 hal tersebut sebaga1 bahan Rakor POK.

e. Dalam rangka pembmaan dan - pengendahan pelaksanaan,
. APBD, Bupati Up ‘Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi

e Kegiatan APBD melaksanakan pembinaan dan pengendalian
- yang dikoordinir oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda A

B Kabupaten Karanganyar sesuai dengan 'I‘upoksmya B v
f Atas dasar laporan bulanan dari Pengguna Anggaran kepada,

 Bupati cq. Bagian Administrasi Pembangunan - selaku

o pengendah dapat mengikuti keglatan secara menyeluruh

o g.',"J1ka tlmbul ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan o

" Tim Pembina APBD up. Kepala Bagian = Administrasi - B

- Pembangunan selaku pengendali menglnventarlslr atas dasar - o
. laporan yang masuk untuk diadakan pemecahannya melalui .
~ koordinasi Tim Pembina, Pengendali dan Koordinasi Keglatan‘ S

e APBD dan hasﬂnya dllaporkan kepada Bupatl

,;‘v.h, _;Pclaksanaan Rakor POK  Terpadu dlselenggarakan = R

, mlmmal/ sekurang-kurangnya setiap 3 (tlga) bulan sekah

i, Tim Pembina dapat melaksanakan keg1atannya melalul_ 3
o pemantauan monitoring, evaluasi dan tmjauan Iapangan'
 sesuai jadwal yang ditentukan. S : . o

o | 3 Maksud dan Tujuan Rakor POK :

1) Mengendahkan pelaksanaan -kegiata'n‘ o tahun S o

- anggaran 2018 yang ada o di- Wilayah -~ Kabupaten -
) -'»:',“Karanganyar LS T A

. 2) Inventarisasi ~ permasalahan pembangunan Sébara R

- menyeluruh yang timbul dan pemecahan masalahnya

o 3) :‘LvPemngkatan pengaWasan Pelaksanaan keglatan dalam'}'j ,-

v "rangka mencapa.l
" a) Tepat waktu;
= b) . 'Tepat mutu;
N c) Tepat adrnmlstraSI, .
Lo d) Tepat sasaran dan tepat manfaat
k Penyajlan laporan dalam Rakor POK. - ‘ T
1) Pada waktu Rakor POK Pengguna Anggaran PeJabat .

Pembuat . Komitmen/ PPTK diminta untuk mengadakan

}' ‘paparan pelaksanaan keglatan yang manach tanggung ,
- jawabnya bila diperlukan. o v SR

o 2) ]"Materl paparan antara lain mellputl : o
- a) Kemajuan fisik maupun keuangan sampau dengan

- ~bulan laporan o : ,
3 b) V1sua11sa81 laporan dalam bentuk sarang laba-laba




C) Menyampalkan masalah yang tlmbul/ d1temu1 dalam o

) pelaksanaan kegiatan, langkah yang telah dlternpuh_ .

" dan upaya penyelesaian lebih lanjut.

d). Langkah/upaya penyelesaian menJadl pedoman bag1 e

o kegiatan Iam yang mempunyau permasalahan yang .
- sama, '

" e) Jika dlpandang perlu, terhadap hasﬂ Rakor POK _,‘t; o

‘ *._tersebut dapat dmndaklan_]utl peanauan lapangan

2 Pelaporan o

a Pengguna Anggaran menyusun dan’ menyampalkan Iaporan’ |

~ bulanan selambat-lambatnya tanggal 5 pada bulan berikutnya,
- mengenai ~ perkembangan dan kemajuan fisik/keuangan = .
- kegiatan/pekerjaan yang dikelolanya kepada Bupati melalui =
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretarlat Daerah dengan L

N tembusan kepada :

f""»l) Inspektorat o
- 2) Badan Perencanaan dan thbang
. 3) Badan Keuangan Daerah.

- | b. Baglan Administrasi Pembangunan sesuai dengan fungsmya -
.~ mengolah laporan tersebut sebagai bahan pengendahan dan :
S evalua81 pelaksanaan kegiatan/ peker_]aan -

R Baglan Administrasi Pembangunan Setda menylapkan Iaporan B

" bulanan dari Bupati kepada Gubernur selambat—lambatnyav  ' ‘ ) a

. ,:tanggal 10 pada buIan berlkutnya apablla d1perlukan

K PENYERAHAN HASIL KEGIATAN / PEKERJAAN

1 ‘Pada tanggal penyerahan hasil pekerjaan sesuai derigaﬁ
., perjan_]lan/ kontrak . pekerjaan dengan - ketentuan . ~ selambat-

', lambatnya tanggal 31 Desember 2018 (tutup tahun anggaran), B
~ semua kegiatan harus sudah selesai 100% (seratus perseratus) o

T balk fisik maupun keuangannya. . .
2 Penyerahan pelaksanaan keglatan diatur sebagal berlkut
', a. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA. |

b PA menyerahkan aset hasil kegiatan kepada Bupau dengan";, L

S " Berita Acara Penyerahan dengan tembusan ST
1) Inspcktur o o : »
B 2) Kepala Badan Keuangan Daerah. o
_c.' Atas dasar Berlta Acara Penyerahan darl Pengguna Anggaran
~ kepada Bupati, Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan

~ tugas pokok dan fungsi membuat Berita Acara penyerahan
~aset tersebut dari Bupati kepada Perangkat Daerah pengguna i

, untuk dlmanfaatkan dan dlpellhara dengan baik.
3 Penyerahan aset has11 keglatan tersebut d1atur sebagal berlkut

a Pcnyerahan aset’ hasﬂ keglatan tersebut dapat dlserahkan T

~secara kumulatlf Jems keglatan pada Perangkat Daerah



- b Dalam penyerahan aset hasil keglatan agar berpedoman pada

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 ‘Tahun 2014 tentang‘ o

R Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

> 2 c. Segala - biaya yang timbul ak1bat penyelesalan adrnlmstras1 o

- . penyerahan aset hasil kegiatan dlbebankan pada anggaran.
IR keg1atan yang bersangkutan ‘ S

PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

A UMUM ' o e
Pcnyelenggaraan H1bah dan Bantuan 8051al mendasarkan pada L

. ketentuan ‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan Daerah_{

E tersebut mengamanatkan agar Bupati mengatur mengenau

i B N Batasan hibah terkait, besaran dan penggunaan dana h1bah serta'::z"" s

Dl Jumlah dan jCIllS Barang yang dapat dihibahkan.
f, -s2;,*ﬁKetentuan tekms penyaluran / penyerahan h1bah

o "'i"3',v3‘:Pelap0ran dan pertanggung]awaban Hlbah serta kelengkpaanffﬁ'f

- j_dokumen hibah;

‘vv-“’4v;;‘Tata cara usulan Bantuan Sosial dan Kepala Perangkat Daerah} R

B kepada Bupatl

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pedoman dalam S
- pelaksanaan H1bah dan Bantuan 8031a1 perlu d1atur dalam Pedomani L

T pelaksanaan ini.

B HIBAI—I ,
1 Batasan Hlbah

’ a Kepala Perangkat Daerah menentukan krlterla Penenma Hlbah R,

© . yang didasarkan pada pertimbangan obycktlf dan teknls
- b., Yang dlmaksud pertlmbangan obyektlf adalah

P . 1) Persyaratan . umum  penerima hlbah berdasarkan o

DR - peraturan perundang—undangan '
2) Aloka31 dan kemampuan Keuangan Daerah
e " "“c'.:f:vYang dlmaksud pertlmbangan teknis adalah

o 1) ,Persyaratan teknis penerima hlbah berdasarkan kr1ter1a o
~ sesuai bldang yang dltentukan oleh Kepala Perangkat
USRS Daerah . Ll
2 Urgen31 dan kebutuhan Iokal terka1t hal hal tekms sesua1 i
- kondisi di Daerah R : R

. cd. Kepala Perangkat Daerah menetapkan alokas1 batasan o
R besaran/nomlnal jumlah dana, alokasi ‘penggunaan dana,

. jumlah dan Jems Barang/Jasa, dengan memperhatlkan

. 1) Cakupan layanan hlbah selama 1n1,



,.",'72) Kemampuan Keuangan Daerah A
N 3) * Kebutuhan konstekstual masyarakat dan
'4) Pertlmbangan lamnya S :

. Pengaturan sebagaimana dlmaksud pada huruf a, sampa1 '
- dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat
. - Daerah ' tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Hlbah d1

- lmgkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan e

2 Ketentuan Teknis Penyaluran dan Penyerahan H1bah o

o L ’a;j
S - Bupati melalm Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1;
L b

Pemohon Hibah- mengajukan permohonan H1bah kepada

Kepala Perangkat Daerah melakukan: rekapltulasx dan K o
L :."mventarlsa& untuk mengajukan rekomendam kepada TAPD;

. TAPD memberikan Pertimbangan terhadap rekomendasxv'; R

'Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupatl

:,Berdasarkan persetujuan Bupati terhadap Pert:mbangan .
- TAPD,. ~disampaikan ~ Daftar Penerima Hibah untuk =
o 'perhltungan KUA/ PPAS APBD 'I‘ahun Anggaran yang akan. L
_.{,datang (T),v : . S
. Setelah APBD diundangkan, Kepala Perangkat Daerah e
.. menyampaikan kepada Pemohon yang d1setu_1u1 masuk dalam R
o Pen_]abaran APBD Tahun Anggaran Berjalan _ =
'Pemohon melengkapl persyaratan sesua1 Petunjuk Teknls"" .
o Kepala Perangkat Daerah; PR e
~ Kepala Perangkat Daerah mengajukan Penetapan Keputusan‘ R
"~ Bupati. terhadap daftar penerlma hibah yang telah memenuhl B
. syarat; - R , v , o
}".Berdasarkan Keputusan Bupau sebagalmana dlmaksud pada»-g.‘ R
~huruf g, disusun Naskah Perjanjlan Hlbah Daerah (NPHD) S
 dimana:
. _':;»1) - Untuk nommal sampal dengan Rp 50 000 000 - (hma':: o
- puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Perangkat, -
- Daerah dan Penerima Hibah; R
9 Untuk nominal diatas Rp. 50.000. OOO (hma puluh Juta' R

. ’~rup1ah) d1tandatangam oleh bupati dan Penerlma Hibah.,

N Bersamaan dengan NPHD sebagalmana dimaksud pa da huruf o
H dltandatangam pula Berita Acara Serah terima Hlbah o

3 Pelaporan dan Pertanggung]awaban Hibah

L e

PN  sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan Hibah;
",'Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasﬂ pelaksanaan o
' penyaluran Hibah kepada Bupatl T e

" v‘."Pcnc-:rlma Hibah mempcrtanggungawabkan Hlbah sesuax:::‘_'f o
‘ ketentuan peraturan perundang—undangan IR o

Kepala Perangkat Daerah mempertanggung]awabkan Hlbah‘, >  

C BANTUAN SO SIAL

1.

Kr1ter1a Bantuan Sos1a1

a

'I‘u_;uan penggunaan bantuan s031al adalah



1) Rehabilitasi sosial;
L f__ 2) Perhndungan s031a1

IR 3) Pemberdayaan sosial;
' 14) Jamlnan sosxal

- ;5) 'penanggulangan kemiskjna'h; dan | .

6) Penanggulangan bencana.

b

Kepala Perangkat Daerah menentukan kI‘ItCI‘la Penenma Hlbah .
- yang didasarkan pada pertimbangan obyektlf dan tekms sesuai
- peraturan perundang-undangan - : ‘

. »Pengaturan sebagaimana dlmaksud pada huruf b, . sampal"" o

~dengan huruf d dituangkan dalam Keputusan Kepala Perangkat R

- Daerah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial di.
- hngkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan ~

2 Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial

A PENGAWASAN DU R
.Pengawasan © . atas perencanaan dan - pelaksanaan

- kegiatan/pekerjaan - dllaksanakan oleh ~ APIP | dan ‘Lembaga . -

a. Pemohon Bantuan Sosial mengajukan permohonan kepada -
ST Bupat1 melalm Kepala Perangkat Daerah pada Tahun-1; o

b Kepala- Perangkat Daerah . melakukan rekap1tu1a81 dan‘
» 1nventansa31 untuk mengajukan rekomendas1 kepada TAPD;

) TAPD membenkan Pertlmbangan terhadap rekomendam Kepala .
B Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati; ’

;‘;’»Berdasarkan persetuJuan Bupati terhadap Pertlmbangan TAPD o
 disampaikan Daftar Penerima Bantuan - Sosial untuk

L - perhltungan KUA/PPAS APBD Tahun Anggaran yang akan‘ e
~ datang (T), _ L

~ Setelah APBD dlundangkan, Kepala Perangkat Daera.h - |
" menyampaikan kepada Pemohon yang dlSCtUJLll masuk dalam :
- Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan; : :

v.;v;Pemohon melengkap1 persyaratan sesua1 Petun]uk Tekms -
KepalaPerangkatDaerah ' R L Ik AT
Kepala Perangkat Daerah mengajukan penetapan Keputusan"
Bupati terhadap: daftar penerlma Bantuan Sos1al yang telah

- memenuhi syarat; . v AT A

‘ ‘Berdasarkan Keputusan Bupat1 sebaga1mana dlmaksud huruf o
g Kepala Perangkat Dacrah menyalurkan Bantuan Sosial
© dengan Berita Acara Penyerahan yang dltandatangam chala o
""""Perangkat Daerah dengan Penerlma Bantuan. AR

BABVI
PENGAWASAN DAN SANKSI

; Pengawasan Pemerintah lalnnya sesua1 peraturan perundang-v
: v-».:undanganyangberlaku L e S S




: 2. ':Atasan langsung bertanggung]awab atas pengawasan terhadap j”v-: |
"~ - aparat bawahan/ petugas di bawahnya sesuai dengan mekanisme

 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008‘ - -

- - tentang Sistem Pengendahan Intern Pemerintah.

-3, Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungSI o
oa sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahul.

- kepercayaan pubhk terhadap kinerja aparatur pemermtah

- khususnya dalam Pengadaan Barang/ Jasa, , :

~ b.. memberikan = koreksi terhadap - penylmpangan dalam

- pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan. _

.+ c. memberikan  masukan dalam pemmusan kebljakan

o -perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan -
,dalam Pengadaan Barang/Jasa I : -

'-4‘.-2:?'Dalam rangka tercapainya suatu keglatan yang transparan, .
- akuntabel, dan bebas KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme), maka

 setiap kegiatan fisik wajib dipasang papan nama kegiatan - yang'_l'f R
berisi data-data kegiatan dimaksud dengan maksud dan tuJuan R

o V’agar masyarakat umum dapat mudah mengetahumya

' 5 ,Pelaksanaan kegxatan fisik  perlu diadakan dokumentasx (foto] _
~ dalam keadaan (minimal) 0% (nol perseratus) 50% (lima puluh

.perseratus), 100% (seratus perseratus), sesuai dengan ketentuan e

pada masmg-rnasmg Jems keglatan yang ada S

B SANKSI v SN RN
Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini - dlkenakan tmdakan -

o g admmlstratlf dan tindakan-tindakan lain berdasarkan ketentuanv - -

- peraturan perundang—undangan yang berlaku
 BABVIII .
PENUTUP

‘Peratu‘rvan BuPatl - ini merupakan ' pedoman - pelaksanaan

keg1atan/ pekerjaan. di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar» ‘v Lo

yang harus dﬂaksanakan dengan penuh tanggung] awab ‘




F ORMAT

L LAPORAN A
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN

" SKPD
SUMBER DANA .
S/D TUTUPBULAN o R
o | KODE REKENING / ‘;’AI‘I‘)AP " | Lokasy [T nRRANAAN. DIKERJAKAN- |
- | NAMAKEGIATAN |\ poNtRAK | KEGIATAN | MULAI | SELESAI | (CV/PT/Swake | Permasalahan
—— . ola/dly { =
Karangényair,‘
~ Kepala ...l
NIP.

REALISASI PERKEMBANGAN PELAKSAN AAN PEKERJAAN / KEGIATAN

SKPb B

' TAHUN ANGGARAN 2018DI KABUPATEN KARANGANYAR

DSMB |

SUMBER DANA S
s/p TUTUP BULAN
KODE REKENING /| DANA (RF) | REALISAST PERKGMBANGAN PELAKSANAAN PEKERIAAN /|
~ NAMA |a DPA KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN __
 KEGIATAN | b. KONTRAK | e Tpegp | [ . AGUS | SEPT
N A TNA VN2 N
B Xc|B Xc[B XCIB Xc |BXCi -
DN\ D D NN
[ JOMLAH/RATA-RATA |-

:Keterangan :

. . :A Perscntase Target Pelaksanaan Keglatan (diisi sampai dengan akhlr tahun)

C Persentase target kuangan. (sudah diisi sampai dengan akhir tahun) A
-~ D. Persentase SPJ dari total dana (diisi kumulanf sampai bulan yang bersangkutan)
- = Jumlah/Rata-rata harus diisi

Target keglatan & keuangan harus sudah dusx sampai akhlr tahunl anggaran

Karanganyar,

Kepala

ooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooo

------------------------------

= B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (fisik maupun non ﬁ31k dllSl kumulatlf
. sampai bulan yang bersangkutan) :




LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
'  PENGAJUAN UMK/MC/PHO/FHO

TAHUN 2018
Nama Kegiatan :
' Uang 1 ‘ R
No . URAIAN Muka | mct | men | mean  mcav] ero | o | Tenseal | Tenda
% v % % % Terima Tangan
11 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 _|Surat Permohonan dari Penyedia Jasa

2 |Kontrak Kecil/ Besar (Rangkap2)
3 _;Surat Pernyataan Kesiaapan Kerja

4_|Copy Jaminan Penawaran -

1Copy Jaminan Pelaksanaan

;Copx Jaminan Uang Muka

Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis

MC 0 + Berita Acara

O oo (.3 | |

MC + Rekap back up Qu«'intity

_10 |Back Up Quantity (volume)
|11 (Back UP Quality __
i1. Job Mix Formula

;2 Uji Core Drill ( Rangkap 2 )
12_{Uji Laboratorium
—

1. Exstraksi Aspal

2 Desak Beton
3. Kepadatan LPA

13 iBerita Acara Pengambilan Sampel

14 |Berita Acara Serah Terimal

15 !Berita Acara PHO (Rangkap 2 )

>I 6 iBerita Acara SerahTerima 11

17 |Berita Acara FHO { Rangkap 2 )

18 |Pemyataan Pengawas Lapangan

! 19 {Foto Proyek 0%, 50%, 100% & Soft Copy

' 20 {Addendum (Kalau Ada) ( Rangkap2)

21 |Shop Drawing _

tAs Built Drawing

23 [Time Schedule . .

24 iGrafik Cuaca

25 gGraﬁk Tenaga

26 BukuDireksi
27 BukuTamu

28 :Buku Harian

29 {Buku Bahan

30 |Laporan Mingguan (Progres Fisik)

31 IRequest (lzin Pasang)

32 Surat ME.SEJ.“__

34 iBukti Setor Astek {Asuransi T enaga Kerja)

35 "Relnbum Laboratorium

36 |Bukti Setor Retribusi Kebersihan

'37 Bukti Setor SP3

38 Copy SSP dan PPh

/39 jJaminan Pemeliharaan
40 |Ticket Aspal + Rekap

! 41_|Ticket Beton + Rekap_

Surat Keputusan (PPK, PPTK, “Tim Teknis, PPHP,

Pelaksana

Pengawas 1

Pengawas 2

Pengawas 3




- COoNTOH
' KOP DINAS/SATKER o

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN FISIK
pEKERJAIi%::::::::::::::::::::::::::::::::»:::::,::::::::::.‘.;.'.'.‘......»... .
 PAKET. ...t
TAHUN ANGGARAN ......................................................
KONTRAK NO. oo
Pada. han 1n1 1) tanggal ............. 2) bulan ........... 3) tahun dua nbu
.................. karm yang bertanda tangan d1bawah 1n1
1 Nama ~ -
o Alamat )_ ‘ .
"vv'v.‘Jabatan PPK .............
. Berdasarkan SK Nornor...‘ ............
:_:Selan_]utnya dzsebut PIHAK PERTAMA
o2 Nama
- :-“Alarnat .
o ”Jabatan D1rekturP’I‘ ......... o | |
' | Berdasarkan Akte Notans Nomor tanggal o

Selanjutnya dlsebut PIHAK KEDUA.

o Berdasarkan

1. Kontrak Nornor..'.‘..’}.‘..'.;.’..;; tanggal...;...‘..{}.QQ,.. dan Addendumv:é.’_“
'vNomor....{..‘....,.. _antara Pihak Pertama dengan Plhak Kedua tentang
Kontrak Pekerjaan Proyek..,.;...., Paket..........; ..... ol

2 Pasal Syarat syarat Umum Kontrak tentang Benta Acara" B

X Serah ’I‘erlma Pertama Pekerjaan

- | Menyatakan bahwa

1 P1hak kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasﬂ Pekexjaan:-}

Pemborongan .......... kepada Plhak Pertama dan thak Pertama; |

" menerlma penyerahan tersebut o

2 Waktu pelaksanaan Pekerjaan (Ya/ Tldak) melampaul waktu yang o

telah dltentukan dalarn Kontrak



3 Selama Masa Pernehharaan dltetapkan f(,';..);_fﬁari,' mula; f

tanggal ..... sampal dengan tanggal....‘.__._ -

4 Selama Masa Pemehharaan Pihak Kedua wa_]lb memchhara Hasﬂ. L

Peker}aan tersebut sehlngga kondisi tetap sepertl pada saat Serah” :

Tenrna Pertama Pekerjaan

5 Serah Terima Pekeqaan Akhir (FHO) akan dllaksanakan padaf B

tanggal.....‘., o

K Dem1k1an Berlta Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan 1n1 dlbuat dalam _

SR ' :_'rangkap ,,,,,,, ) untuk dapat dlpergunakan sebagaxmana mestmya

Yang Menyerahkan R | Yang Menerlma Sy A
PIHAK KEDUA EETIE PIHAK PERTAMA SN

s Direktur Utama - - 'NIP.v..".;.‘.v._‘.;.»....',".{" R



CONTOH

KOP DINAS/ SATKER » .
'BERITA ACAR;\IOSERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN FISIK
PEKERJAAN. ...ccccorr oo
PAKET...ouooomoeeeeeoreeeseeen
TAHUN ANGGARAN.....ooviiii e ee e e,
KONTRAK NO....ooovvrrrcrresen
Pada har1 ini .c......... 1) tanggal............. 2) bulan........... 3) tahun dua ribu
................. kam1 yang bertanda tangan dibawah ini
| 1. Nama:
Alamat

Jabatan  : PPKu..oveeeveeveeeeeeerereenn
Selanjutnya disebut PTHAK PERTAMA.
2. Nama o
Alamat :
Jabatan Direktur PT. ..o, o
Berdasarkan Akte Notaris Nomor ......... tahggal...\'.;.‘ .....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. '

- Berdasarkan :

1. Kontrak - Nomor .............. , tanggal......c...cccueen dan Addendum
Nomor............. antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang
‘Kontrak Pekerjaan Proyek......... , Paket.......ooiis

2, Pasal ......... Syarat-syarat Umum Kontrak tentang Benta Acara

- Serah Terima Pertama Pekerjaan.
Menyatakan bahwa :

1. Pihak kedua} untuk  kedua kalinya,  hasil Pekeljvétan
paket..............;.... kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama
menerima penyerahan tersebut. - ’

2 Dengan ditanda tangamnya Benta Acara ini oleh kedua belah pxhak

“maka kewajiban memelihara pekerjaan  selama periode masa



- pemeliharaar‘l" dar1 ?v'}fanggal ....... sampal dengan tanggal....‘..'"tv:el_a‘h"._

: berakhlr dan dlkerjakan dengan baik sesua1 dengan kontrak e

o Demxklan Berlta Acara Serah Terima kedua kahnya Pekerjaan ini dxbuat S

. dalam rangkap (...) untuk dapat dspergunakan sebagaxmana mestmya -

'~ PIHAKKEDUA = PIHAKPERTAMA =

. DirekturUtama NP



ANGGARAN 2018 DI K.ABUPATEN KARANGANYAR

SKPD

SUMBERDANA  : .
' S/DTUTUPBULAN :

: REALISASI PENGGUNAAN DANA PEKERJAAN I KEGIATAN TAHUN .

‘NO.

| KODE REKENING
/NAMA KEGIATAN

ana (Rp} | . ~  SP2D  seJ

- Real

aDpa | s/dBulan | Bulan ini

b.Konf:rav Lalu(Rp) [ (Rp)

sidBulan | % | s/dBulan | Bulanni | s/dBulan %: . kegiata

Ini (Rp) Latu(Re) | ~(Re) [ mi(Rp} | =

n%

KET |

1k

T JUMAR

e SKPD

o Karanganyar,"vzv".;"if_':-;

KEPAIA ervorseoieeeoeieee

"~ NIP.

o ) MASALAH/HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN
 PEKERJAAN/KEGIATANSERTA USAHA YANG DILAKUKAN DAN ATAU

DISARANKAN UNTUK MENGATASI

© SUMBER DANA -
- TAHUN ANGGARAN
s /D TUTUP BULAN

‘ APAKAH MASIH DIPERLUKAN | -~

. KODE
~ REKENING/
NAMA K,EQ‘ATA,N, ° MASALAHNYA) |

URAIAN/PERINCIAN
~ MASALAH (KAPAN
" DANAPA

TELAH DI
- LAKUKAN (KAPAN | = | = - OLEH S APA
B o : (INSTANSI YANG DI
- DANAPA/ YA | TDK

- BAGAIMANA) A1 TF% | HARAPKAN DAPAT
~ ) | | | MEMBANTY)

KET

oo

Karanganyar

Kepala ................................... .




[FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL’PEKERJAAN

-BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

1

oooooooooooooooooooooooooo

Jabatan

oooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

| Yang dlkerjakan oleh ...................... Alamat ...oceeeeeeriereaniineiianenn |
‘berdasarkan surat per]an_uan kontrak nomor

‘tanggal

..........................

oooooooooooooooooooooooooooo

TAHUN............ KABUPATEN KARANGANYAR
Pada hari ini .................. tanggal ............ bulan
RIS tahun dua ribu ................... " yang be
~ tangan dibawah ini T yang bertanda
Nama O
NIP. Ceressasssessssamsnsesassassus e R ensoses s i erene s
Jabatan ettt - pada eeeerem e
: Kabupaten Karanganyar, selaku - Ketua‘
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
2. Nama ererereereietiteatatetensisasartttntaseattrssianenes
~ NIP. cererssenssressassssssnasesssaaeserespensaiosssrremnonssroeen
“Jabatan e crtreern et ae s ane pPada .ccvveeeereeeninnne
Kabupaten Karanganyar, selaku Sekretaris
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan -
G R = ¥ o  ©- P
NI P. st e s e s e s ren e
“Jabatan retedeereseenennnna— . pada .....ccoeennn. vveen
Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

. Nama eeeet et e e e e e e e e oo b e srere e e be e en et eaaees
NIP. cetttteessssesattesetierentuserrrnrsssanarestreeresttitnresosess :
Jabatan ceereressetannssssereerararaatans pada ...... vereareiveresses :

. ' Kabupaten Karanganyar, selaku Anggota
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan. '
5. Nama eeereerteeeereareneataanaresaeereeearanes e e
~ NIP. R
cevsasassasassesnssesontasatrese pada ...ccooeeiiiinniannn.

Kabupaten Karanganyar, selaku: Anggota_

 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.

Yang dltetapkan dengan Surat Keputusan PA/KPA nomor
tahun ......... , telah mengadakan Pemeriksaan

---------------------------------------------------------------

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

dengan Surat Perintah Kerja nomor -
dengan biaya

oooooooooooooooooooooooooooo

evesssrnrruncrnssarve



Setelah dllakukan pemenksaan hasﬂ pekerjaan di Iapangan f :
 maka Panitia Pemenksa Hasil Pekexjaan berkemmpulan sebaga1 L

' berikut :

R I.fPenyedla Barang/Jasa telah - melaksanakan ’ pekerjaan

. vdlmaksud dengan baik sesuai dengan Rencana. Kerja dan-f;

o syarat-syarat (RKS] dan perjanjian pemborongan

2 Hasil pemeriksaan kondisi fisik peker_;aan telah mencapalk* o

:  weew. % (sebagaimana terlampir). | ) |
o "_‘3; ’llBerdasarkan pemenksaan has11 pckcqaan tersebut maka e
o ‘pelaksanaan peker_]aan .............................. yang dilakukan ==

Coleh. i dmyatakan ‘dapat  diterima ~dan

‘1  selanjutnya dapat dllakukan serah terxma hasﬂ pekerjaan
Dem1k1an Berita Acara ini dlbuat menurut keadaan yang,"

f Sébenarnya kemuchan untuk dapat dlpergunakan sebagalmana
',.,jv'mestmya ) o , B

" PANITIAPEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

2 sggreiéns e
3 Aﬁggo'ta ................. { )
4 Aﬁgg@t’a .................. ( )



FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEK
UNTUK YANG PERTAMA/KEDUA PEKERJAAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN KEGIATAN
DANA APBD TAHUN 2018 KABUPATEN KARANGANYAR

UNTUK YANG  : PERTAMA / KEDUA

Pada hari ini ............... tanggal ... S bulan
‘dibawah ini :

1. Nama

Jabatan : Dlrektur CV. / PT. ....... PR
Alamat D e e creverrerenn
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama perusahaan tersebut diatas.
“Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama L rrreerrereeeeeeeereeeeereeer e ——————————s reerrereeereaees
NIP. PP reeeeseaeanes

Jabatan D eerreneen ereenesrerenasennses pada ......... rerenens
- Kabupaten Karanganyar, selaku Pejabat
- Pembuat’ - Komitmen  Paket Pekerjaan

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Berita Acara Pemenksaan ‘Hasil Pekerjaan dari

Panitia Pemeriksa Hasil  Pekerjaan tanggal

..... rereesenerneenneennneeneess  untuk  paket pengadaan pekerjaan
etteereaeetetieeareeesessrareaeeanrrenes *)

Pada hari dan tanggal tersebut diatas bersama-sama mengadakan

serah terima pekerjaan keglatan Dana APBD tahun ....eceeeeennee.

sebagau berikut _
PaSal 1

'PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk yang
pertama / kedua kali **), hasil pelaksanaan kegiatan dana APBD
tahun ......... Kabupaten Karanganyar, yang berupa :

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Yang dikerjakan oleh ......ccccovuvneen. alamat .......eeeeveereeeneene s
berdasarkan surat perjanjian pemborongan nomor ..........cccceevenne
tanggal  .eeeeeniiiiinnn dengan Surat Perintah Kerja nomor
.................. tanggal ........ccceeeeeeereeeneee.. dengan biaya sebesar



Pasal 2 v v v
PIHAK = KEDUA telah menerima penyerahan yang

o pertama/kedua**) dari PIHAK KESATU hasil pelaksanaan

*)' .
~ Terima Hasil Pekerjaan untuk yang pertama kali.

pekerjaan kegiatan APBD tahun ......... Kabupaten Karanganyar
tersebut pasal 1 di atas dengan baik, lengkap dan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai teknis dan kuahtasnya sesuai
ketentuan yang berlaku. :

~ Pasal 3 *)
~ -Sesuai surat perjanjian pemborongan NOMOT .................. tanggal
Ceeereernreeneneans pada pasal ......... maka biaya pemeliharaan dan

pelaksanaan perbaikan dalam masa pemeliharaan terhitung

- mulai tanggal .......... ‘sampai dengan tanggal ............. menjadi

tanggungjawab PIHAK KESATU.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan d1tandatangam
pada hari dan tanggal tersebut diatas kemudian untuk dapat
dlpergunakan sebagaimana mestinya. v v

YANG MENERIMA ~ YANG MENYERAHKAN

PIHAK KEDUA : , PIHAK KESATU :
Pejabat Pembuat Komitmen Direktur PT./CV. ....c.ccecon.e.. .

Paket Pekerjaan............. pereneee

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Klausul ini hanya dituangkan dalam Berita Acara Serah

*+) Pilih salah satu

- BUPATI KARANGANYAR,
Ttd.

JULIYATMONO



